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DAB IV 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

A. TEMUAN 

1. Gambaran Umum KPPT 

a. Pembentukan, Visi, Misi dan Tujuan 

Pada tanggal 6 Juli 2006, Menteri Dalam Negeri RI mengeluarkan 

kebijakan berupa Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dalam peraturan ini, 

pelayanan atas permohonan perijinan dan non perijinan dilakukan oleh 

perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi 

mengelola semua bentuk pelkayanan perijinan dengan satu pintu. Pada Pasal 

I angka II dijelaskan bahwa penyelenggaran pelayanan perijinan satu pintu 

adalah kegiatan penyelenggaraan perijinan dan non perijinan yang proses 

pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya 

dokumen perijinan dilakukan dalam satu tempat. Sedangkan Pasal II angka 

12 Permendagri tersebut menjelaskan tentang perijinan paralel adalah 

penyelenggaraan perijinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang 

dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu ij in diproses secara bersamaan 

dan terpadu. 

Landasan hukum pembentukan Kantor Pelayansan Perijinan Terpadu di 

Kabupaten Sumbawa Barat sebagai implementasi Permendagri Nomor 24 

Tahun 2006 tersebut adalah Instruksi Bupati Nomor I Tahun 2007 tentang 

Operasional pelayanan Perijinan Satu Pintu oleh KPPT Kabupaten Sumbawa 

Barat, dilanjutkan dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2006 tentang 
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Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan kepada KPPT diubah 

dengan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 18 Tahun 2007 tentang 

Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan kepada KPPT. 

Visi, Misi dan Tujuan 

Visi adalah cara pandang jauh kedepan tentang masa depan yang 

diinginkan oleh KPPT, agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan 

secara profesional yaitu: "Meningkatkan Kwalitas pelayanan perijinan 

melalui penerapan prosedur yang optimal". 

Misi adalah merupakan serangkaian langkah-langkah strategis yang 

bertujuan mengarah pada pencapaian visi dengan sasaran-sasaran jangka 

pendek (lima tahunan). 

a. Meningkatkan mutu pelayanan perijinan yang cepat, tepat, akurat, 

tarnsparan dan akuntaberl melalui penerapan prosedur pelayanan yang 

mantap. 

b. Meningkatkan koordinasi dan keijasama antar SKPD terkait guna 

peningkatan investasi melalui kepemilikian perijinan pada setiap jenis 

usahanya. 

c. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur melalui pendidikan, 

pelatihan dan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur. 

Tujuan adalah apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang adalah: 

a. Meningkatnya mutu pelayanan yang mudah,cepat, tepat, transparan dan 

akuntabel. 

b. Memantapkan penerapan prosedur perijinan. 
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c. Meningkatkan koordinasi dan keijasama antar SKPD terkait guna 

percepatan proses penerbitan perijinan. 

d. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam bidang 

perijinan. 

e. Meningkatnya kwalitas sumber daya aparatur; 

f. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 

2. Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Satu Pintu 

a. Undang-Undang Nomor 25 Tabun 2007 tentang Penanaman Modal, dalam 

pasal 26 ayat (2) dan (3) disebutkan babwa: 

Ayat (2) " Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau 

instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat 

pendelegasian atau pelimpaban wewenang dari lembaga atau instansi yang 

memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat pusat atau 

lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan 

nonperizinan di provinsi atau kabupaten!kota ". 

Ayat (3) " Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan pelayanan 

terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan 

Peraturan Presiden ". 

Pelayanan perizinan dengan sistem terpadu satu pintu (one stop 

service) ini membuat waktu pembuatan 1zm menjadi lebih singkat. 

Pasalnya, dengan pengurusan administrasi berbasis teknologi informasi, 

input data cukup dilakukan sekali dan administrasi bisa dilakukan 

simultan. Dengan adanya kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu, 

seluruh penzman dan nonpenzman yang menjadi kewenangan 
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kabupatenlkota dapat terlayani dalam satu lembaga. Harapan yang ingin 

dicapai adalah mendorong pertumbuban ekonomi melalui peningkatan 

investasi dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha 

mikro, kecil, dan menengah. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas 

layanan publik. Oleh karena itu, diharapkan terwujud pelayanan publik 

yang cepat murah, mudah, transparan, pasti, dan teijangkau, disamping 

untuk meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik. 

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Pasal I angka II Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 menjelaskan 

bahwa Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan 

penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya 

mulai dari tahap permohonan sarnpai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan 

dalam satu tempat. Sedangkan Pasal II angka 12 Permendagri Nomor 24 

Tahun 2006 menjelaskan tentang perizinan pararel adalah penyelenggaraan 

perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus 

mencakup lebih dari satu jenis izin, yang diproses secara terpadu dan 

bersamaan. 

Tujuan dan sasaran pelayanan satu pintu disebutkan dalam Pasal 2 

bahwa Tujuan penyelenggaraan pelayanan satu pintu adalah 

a.Meningkatkan kualitas pelayanan publik; b.Memberikan akses yang lebih 

luas kepada masyarakat untuk memperoleh layanan publik. 

Bupati!Walikota wajib melakukan penyederhanaan pelayanan terpadu 

satu pintu. Penyederhanaan pelayanan mencakup: 
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1) Pe1ayanan atas permohonan perizinan dan non perizinan di1akukan o1eh 

PPTSP. 

2) Percepatan waktu proses penye1esaian pelayanan tidak melebihi standar 

waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah. 

3) Kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan yang telah 

ditetapkan dalam peraturan daerah. 

4) Kejelasan prusedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap 

tahapan proses pemberian perizinan dan non perizinan sesuai dengan 

urutan prosedurnya. 

5) Mengurangi berkas kelengkapan permohonan penzman yang sama 

untuk dua atau lebih permohonan perizinan. 

6) Pembebasan biaya perizinan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM) yang ingin memulai usaha baru sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 

7) Pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam 

kaitannya dengan penyelenggaraan perizinan. 

c. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga 

Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa Barat 

Pada Pasal 2 ayat (1) Membentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 

Sumbawa Barat, (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimanan dimaksud ayat 

(I) terdiri dari: huruf g. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. 

Pada Pasal 9 ayat (1). Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu terdiri dari 

Kepala Kantor, 1 (satu) Subbagian Tata Usaha, 2 (dua) Seksi, Tim Teknis 

dan Kelompok Jabatan Fungsional. Ayat (2). Susunan Organisasi Kantor 
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Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai berikut: a. Kepala Kantor; b. 

Subbagian Tata Usaba; c. Seksi Perekonomoan dan Pembangunan; d. Seksi 

Pemerintaban dan Kesejahteraan Rakyat; e. Tim Teknis; f. Kelompok 

Jabatan Fungsional 

Pada Bah IV tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Pasal 8 

menyatakan (1). Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu merupakan unsur 

perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan 

penJman. (2). Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas 

melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan administrasi 

dibidang perijinan secara terpadu dengan menerapkan prinsip koordinasi, 

mintegrasi, sinkronisasi, simplifikasi dan keamanan. (3). Dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kantor Pelayanan 

Perijinan Terpadu menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut: 

l) Penyusunan program Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu. 

2) Penyelenggaraan perijinan. 

3) Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan. 

4) Pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan. 

5) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perijinan. 

6) Pengelolaan urusan ketatausabaan kantor. 

Ayat (6) menyatakan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah. Ayat (8) Bagan struktur organisasi Kantor Pelayanan 

Perijinan Terpadu. 

d. Instruksi Bupati Nomor I Tahun 2007 tentang Operasionalisasi Pelayanan 

Perizinan Satu Pintu oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten 
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Sumbawa Barat, rnerupakan instruksi Bupati Surnbawa Barat tentang 

pernbentukan KPPT sebagai pelaksana penyelenggaraan pelayanan terpadu 

satu pintu di Kabupaten Sumbawa Barat. 

e. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nornor 18 Tahun 2007 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nornor 33 Tahun 2006 Tentang 

Pelirnpahan Sebagian Kewenangan dibidang Perizinan Kepada Kepala 

Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Sumbawa Barat. 

Ada dua belas jenis perijinan yang ditangani oleh KPPT yaitu: I. 

Rekornendasi Prinsip; 2. Izin Tempat Usaha; 3. Izin Merndirikan Bangunan; 

4. Izin Usaha Jasa Konstruksi; 5. ljin Usaha Industri; 6. Tanda Daftar 

Gudang; 7. Rekornendasi Pembentukan Kantor Cabang PJTKI; 8. Izin 

Pendirian Lernbaga Latihan Swasta; 9. Izin Penempatan Tenaga Keija; 10. 

Izin Usaha Angkutan; II. Izin Trayek Angkutan dan 12. Izin Operasi 

Angkutan. 

f. Kebijakan Ijin Mendirikan Bangunan (1MB) Dalam Peningkatan Pelayanan 

Publik di Kabupaten Sumbawa Barat 

Pelayanan publik sebagairnana diamanatkan dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nornor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

dengan rnaksud untuk rnernberikan kepastian hukum dalam hubungan antara 

Masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik sesuai dengan asas­

asas umum pernerintahan dan korporasi yang baik serta sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nornor 11 Tahun 2010 

tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, bahwa ditetapkannya 

peraturan daerah tersebut untuk kelancaran dan tertib adrninistrasi 
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pelayanan 1MB, yang didalamnya memuat persyaratan, penolakan, 

pengecualian, ketentuan arsitektur bangunan, garis sempadan, pembinaan 

dan pengawasan, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan 

jasa, besaran tarif, tatacara pembayaran retribusi, sanksi, dan lain - lain. 

lzin Mendirikan Bangunan (1MB) merupakan salab satu bentuk 

pelayanan publik kepada Masyarakat dalam rangka tertib penyelenggaraan 

pendirian bangunan. Pemberian lzin Mendirikan Bangunan (1MB) 

diselenggarakan berdasarkan prinsip: 

I) Prosedur yang sederhana, mudab dan aplikatif. 

2) Pelayanan yang cepat, terjangkau dan tepat waktu. 

3) Keterbukaan informasi bagi Masyarakat dan dunia usaba; dan 

4) Aspek rencana tata ruang, kepastian status hukum pertanaban, 

keamanan dan keselamatan serta kenyamanan. 

3. Proses Implementasi Kebijakan 1MB 

Berdasarkan informasi dan data yang dihimpun dari wawancara dan 

dokurnentasi dari institusi atau lembaga yaitu KPPT yang bertindak sebagai 

implementor babwa ada beberapa tabapan dan proses dalam implementasi 

kebijakan dan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (1MB) dapat dididkripsikan 

sebagai berikut: (I) Sosialisasi; (2) Pengorganisasian!Struktur Birokrasi; (3) 

Pelaksanaan; (4) Pengawasan; (5) Evaluasi; dan (5) Pelaporan. 

a. Sosialisasi 

Sosialisasi implementasi kebijakan 1MB dilaksanakan oleh KPPT sebagai 

instansi pelaksana kebijakan pelayanan 1MB bekeJja sama dengan instansi! 

SKPD Teknis terkait, yaitu Dinas PekeJjaan Umum, Badan Perencanaan 
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Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan 

Budaya Pariwisata, dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset. 

Sosisalisasi dimaksud agar masyarakat dapat mengetahui dan memabami 

tentang adanya kebijakan penyelenggaraan pelayanan satu pintu (PPTSP) dan 

khususnya pelayanan izin mendirikan bangunan (1MB). 

Sosialisasi implementasi kebijakan 1MB telah dilaksanakan oleh KPPT 

terhadap masyarakat di 8 (delapan) kecamatan atau seluruh Kabupaten 

Sumbawa Barat. Setiap kecamatan dilaksanakan satu kali dalam satu tahun 

anggaran dengan sasaran seluruh masyarakat, baik masyarakat yang telah 

memiliki bangunan permanen atau layak 1MB maupun masyarakat yang akan 

mendirikan bangunan. 

Pelaksanaan sosialisasi internal tentang kebijakan 1MB juga dilaksanakan 

kepada jajaran di lingkungan KPPT dilakukan agar kebijakan ini dapat 

dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan kaidah pelayanan prima untuk 

mencapai tujuan, sasaran serta sesuai dengan prosedur pelayanan dan 

perundang-undangan yang berlaku. Sosialisasi ini dilakukan dengan 

mengadakan rapat internal antara Kepala Kantor dan staf pelayan IMB secara 

teratur satu kali dalam satu bulan. 

Sosialisasi juga kepada instansi terkait pelayanan 1MB yaitu rapat 

koordinasi dengan Tim Teknis yang beranggotakan Pegawai Negeri Sipil 

berkeahlian teknis dari Instansi/SKPD terkait untuk membahas permasalahan 

yang ada sehubungan dengan permohonan 1MB dari masyarakat. Sosialisasi 

ini dimaksud agar penyelesaian pengurusan perizinan tepat waktu dan sesuai 

dengan standar atau prosedur pelayanan dan peraturan yang berlaku. 
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Selain bentuk sosialisasi telah dilaksanakan secara langsung juga 

dilakukan melalui berbagai cara, seperti media cetak yaitu melalui iklan pada 

media lokal, media elektronik melalui webside Kabupaten Sumbawa Barat, 

pemasangan Baliho di delapan titik disetiap kecamatan dan di tempat -

tempat strategis seperti di area Terminal dan di pinggir jalan memasuki 

Kabupaten Sumbawa Barat yaitu di Kecamatan Poto Tano, jalan masuk kota 

Taliwang. Sosialisasi seperti ini juga untuk memberikan informasi kepada 

masyarakat selain masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat. 

b. Pengorganisasian!Struktur Birokrasi 

Proses pengorganisasian atau struktur birokrasi merupakan tahapan 

pembentukan organisasi pelaksanaan yang meliputi pembagian tugas dan 

fungsi, penyusunan Tim Teknis, pengaturan tata kerja dan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) dan menetapkan mekanisme koordinasi. 

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 

2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, pada Pasal 9: 

menyebutkan bahwa: ayat (1) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu terdiri dari 

Kepala Kantor, l(satu) Subbagian Tata Usaha, 2(dua) Seksi, Tim Teknis dan 

Kelompok Jabatan Fungsional. Ayat (2) Susunan Organisasi Kantor 

Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai berikut: (a) Kepala Kantor; (b) 

Subbagian Tata Usaha; (c) Seksi Perekonomoan dan Pembangunan; (d) Seksi 

Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; (e) Tim Teknis; dan (f) Kelompok 

Jabatan Fungsional. 

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) adalah unsur pendukung 

tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang 
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bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dimana tugasnya 

adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang 

pelayanan perizinan dan non perijinan. Dalam melaksanakan tugas di atas, 

KPPT mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1) Penyusunan Perencanaan dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan 

2) Merumuskan kebijakan teknis bidang pelayanan perizinan dan non 

perizinan dengan pola pelayanan terpadu 

3) Merumuskan norma- norma pelaksanaan tugas dan fungsi kantor 

4) Memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan dan pelayanan 

urn urn. 

5) Melaksanakan koordinasiteknis dengan unsur perangkat daerah terkait 

pemberian perizinan 

6) Mengelola urusan ketatausahaan kantor. 

Uraian tugas pokok dan fungsi dari struktur orgarusas1 yang ada, 

sebagai berikut: 

1) Kepala Sub Bagian tala Usaha 

Tugas pokoknya adalah mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan, 

program keuangan, kepegawaian, administrasi dan umum. Sedangkan 

fungsinya adalah: menyelenggarakan penyusunan perencanaan program, 

pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, 

kearsipan/perpustakaan, administrasi perkantoran, kepegawaian, keuangan. 

2) Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan 

Tugas pokoknya adalah Pelayanan perizinan bidang perekonomian 

dan pembangunan, sedangkan fungsinya adalah: menyusun konsep 

kebijakan teknis pelayanan perizinan, memberikan pelayanan perizinan 
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bidang perekonomian dan pembangunan, pengelolaan administrasi 

perizinan, evaluasi dan pelaporan, melaksanakan koordinasi teknis dengan 

unsur perangkat daerah terkait dalam rangka pemberian perizinan bidang 

perekonomian dan pembangunan. 

3) Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat 

Tugas pokoknya adalah Pelayanan perizinan bidang pemerintahan dan 

kesejahteraan masyarakat, sedangkan fungsinya adalah memberikan 

pelayanan perizinan bidang pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat, 

melaksanakan koordinasi teknis dengan unsur perangkat daerah terkait 

dalam rangka pemberian perizinan bidang pemerintahan dan kesejahteraan 

masyarakat, melakukann penelitian lapangan sesuai dengan dokumen 

permohonan perizinan, melakukan inventarisasi permasalahan perizinan dan 

penyelesaian berbagai kasus yang terkait dengan pengaduan masyarakat, 

melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan pelaksanaan verifikasi dan 

pengaduan masyarakat. 

4) Tim Tekhnis 

Tim Tekhnis merupakan sebuah tim yang terdiri dari pejabat pada satuan 

kerja perangkat daerah yang langsung terlibat dalam penyelenggaraan 

pelayanan perijinan. Tim tekhnis diangkat oleh Bupati Sumbawa Barat 

melalui Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat. Untuk tahun 2012 

sebagaimana dalam Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 50 

Tahun 2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Pembentukan Tim Teknis 

Pelayanan Perizinan yang terdiri dari unsur dari beberapa SKPD, dapat 

di1ihat pada Tabel4.1. 
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Tim Teknis mempunya1 tugas, yaitu, pertama, melaksanakan 

pemeriksaan teknis di lapangan dan membuat Berita Acara pemeriksaan serta 

membuat analisis atau kajian sesuai bidangnya, kedua, memberikan 

pertimbangan teknis maupun administrasi kepada kepala KPPT untuk 

mengeluarkan izin atau ditolak, ketiga, membuat siteplan/lokasi/gambar 

sesuai data yang ditemukan di lapangan 

Dalam melaksanakan tugas - tugas tersebut Tim teknis terjun langsung 

kepada obyek yang dimohon perizinannya yaitu bangunan yang akan 

diterbitkankan IMBnya. Koordinasi dan kerjasama anggota Tim Teknis 

menghasilkan kajian - kajian apakah bangunan tersebut memenuhi syarat 

atau tidak sebagai dasar penerbitan izin atau rekomendasi. 

Tabel4.1. Tim Tekhnis Pelayanan Perijinan Pada KPPT 

No. Unsur Instansi Jabatan Dalam 
Tim 

I. Muhammad Yakub,S.Sos, Kepala KPPT Ketua 

2. Firmansyah,S.IP, Kepala Seksi Perekonomian dan Sekretaris 

Pembangunan pada KPPT 

3. Aryati Sri Utami,S.IP, Kepala Sub Bagian Tata Anggota 

Usaha pada KPPT 

4. Noto Karyono,S.Pi, Kepala Bidang Perikanan Anggota 

Tangkap dan Pengawasan pada Dinas Kelautan 
Perikanan dan Peternakan 

5. Najamuddin,Amy,S.Sos,MM, Kepala Bidang Anggota 

Kominfo pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan 
lnformatika 

6. Sri Sulastiati,ST, Kepala Seksi Tata Ruang pada Anggota 

Dinas Pekerjaan Umum 

7. Hermansyah,ST, M.Si, Kepala Subbidang Anggota 

Pengkajian pada Badan Lingkungan Hidup 

8. Awaluddin Ismaii,S.IP, Kepala Subbagian Tata Anggota 

Usaha pada Satuan Polisi Pamong Praja 
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9. Rahmatullah,SH, Kepala Subbagian Organisasi dan Anggota 

Tatalaksana pada Bagian Hukurn dan Organisasi 

Sekretariat Daerah 

10 Susanti, SH, Kepala Subbagian Pertanahan pada Anggota 

Bagian Administrasi Sekretariat Daerah 

II. Anton Wahyu Widodo,SH, Plt.Kepala Subbagian Anggota 
Koordinasi dan Penyusunan Program pada Dinas 
Kehutanan Perkebunan dan Pertanian 

12. Subhan, ST, Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Anggota 
Pemyaratan Kelja pada Dinas Tenaga Kelja dan 
Transmigrasi 

13. Muhammad Nafan,ST, Stafpada BAPPEDA Anggota 

14. Teddy Armensa, A.Md, Staf pada Dinas Anggota 
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM 

15. Hadi Zamzuri Al'Mahsyat,ST, Staf pada Dinas Anggota 
Energi Sumber Daya Mineral dan Pariwisata 

c. Pelaksanaan 

Proses Pelaksanaan merupakan tahapan terpenting dalam mewujudkan 

tujuan implementasi. Dalam kaitan ini penting untuk dijelaskan jenis-jenis 

kegiatan yang dilaksanakan dan bagian-bagian yang melaksanakan. Secara 

operasional pembagian tugas dalam implementasi Izin Mendirikan Bangunan 

(1MB) dikelompokkan menjadi tujuh bagian, yaitu: 

Pertama, Petugaslstaf pada meja informasi yan_g bertugas memberikan 

informasi kepada pemohon mengenai syarat - syarat dan kelengkapan 

permohonan seluruh perijinan termasuk permohonan 1MB serta pemberian 

formulir. 

Kedua, Petugas!Staf pada loket pelayanan 1MB, yang bertugas menerima 

berkas atau dokumen permohonan 1MB dari pemohon, kemudian meneliti 

keabsahan dan kelengkapan berkas/dokumen dan mencatat setiap 

berkasldokumen yang diterima, lalu menyerahkan kepada Kepala Seksi. 
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Ketiga, Petugas Pemrosesan awal, yang terdiri dari Kepala Seksi, 

Tugasnya meliputi meneliti kembali keabsahan dan kelengkapan 

berkas/dokumen, menyerahkan kepada Kepala Kantor. Atas disposisi Kepala 

Kantor melaksanakan proses berikutnya. 

Keempat, Kepala Kantor, Kepala Seksi dan Tim Teknis Bersama -

sama melaksanakan tiJ1iauan lapangan atau survei ke lokasi obyek 

permohonan. Kepala Kantor, Kepala Seksi dan Tim Teknis memberikan 

rekomendasi atas hasil survey untuk proses penerbitan izin IMB atau 

penolakan hila tidak memenuhi syarat. 

Kelima, Petugas/staf operator melaksanakan pembuatan surat izin 

mendirikan bangunan, surat ketetapan retribusi daerah, surat setoran retribusi. 

Keenam, Petugas/staf pada loket Penerimaan Retribusi IMB yang 

bertugas untuk membuat surat ketetapan retribusi daerah, menerima retribusi 

yang dibayarkan pemohon atas terbitnya Surat IMB, yang besarnya sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku dan menyetorkan retribusi ke kas daerah 

melalui Bank NTB Cabang Tali wang. 

Ketujuh, Petugas Pelaporan yang bertugas mencatat setiap izin IMB 

yang terbit dan melaporkan secara berkala kepada Pemerintab Daerah 

(Bupati) melalui Sekretaris Daerah, tembusan disampaikan kepada Kepala 

Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Surnbawa Barat. 

Inspektorat Daerah, dan Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan 

Sekretariat Daerah Kabupaten Surnbawa Barat. 

Proses pelaksanaan pelayanan IMB dapat dilihat dalam tabel 4.2. berikut 

m1: 
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Tabel4.2: Jenis Kegiatan Proses IMB 

No. Bagian Uraian Kegiatan 
I. Pertama Menyiapkan formulir persyaratan 1MB; 

Meja lnformasi Memberikan informasi pelayanan 1MB kepada pemohon; 
Menjelaskan cara-cara pengtstan formulir IMB kepada 
pemohon; 
Memberikan formulir IMB kepada pemohon. 

2. Kedua: Menerima berkas/dokumen IMB dari pemohon; 
Loket IMB Meneliti kesesuaian berkas dengan syarat-syarat IMB; 

Meneliti keabsaban dan kelengkapan berkasldokumen IMB; 
Mencatat setiap pemasukan berkasldokumen dari pemohon; 
Bila dokumen tidak lengkap, dikembalikan ke pemohon untuk 
dilengkapi, hila lengkap diteruskan ke Kepala Seksi sesuai 
dengan bidang permohonan. 

3. Ketiga: Proses Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Seksi 
IMB Kesejahteraan Masyarakat, menerima berkasldokumen yang 

lengkap, meneliti kembali dan meneruskan kepada Kepala 
Kantor. 
Kepala Kantor berkoordinasi dengan Tim Teknis untuk 
melakukan pembahasan atas permohonan IMB dan rencana 
survey/tinjauan lapangan; 

4. Keempat: Proses Melaksanakan Tinjauan lapangan/Survei ke lokasi 
Tinjauan permohonan oleh Kepala Kantor, Kepala Seksi dan Tim 
Lapangan/Survei Teknis 1MB. 
Lokasi Membuat laporan Hasil survey/tinjauan lapanganlteknis, 

sebagai pedoman apakah memenuhi syarat atau tidak. 

5. Kelima: Proses Keseluruhan telah memenuhi syarat, maka permohonan 
Penerbitan ijin diproses untuk penerbitan Sural IMB. Bila tidak memenuhi, 

maka permohonan ditolak. 
-Membuat surat izin IMB. (hila memenuhi syarat) 
-Membuat surat penolakan IMB (hila tidak memenuhi syarat) 
Membuat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD); 
Membuat Surat Tanda Setor (STS); 

6. Keenam: Mencatat Surat IMB yang terbit beserta besar retribusinya; 
Loket Menerima retribusi IMB dan menyetorkan ke Bank NTB 
Penerimaan Cabang Taliwang. 
Retribusi 

7. Ketujuh: Mencatat semua IMB yang terbit meliputi, Nomor IMB, 
Pelaporan tanggai permohonan, tanggai terbit IMB, nama pemohon, 

lokasi bangunan, luas dan guna bangunan, jumlah lantai, dan 
besar retribusi; 
Melaporkan secara berkala yaitu setiap bulan kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah c.q. Dinas Pendapatan Pengelola 
Keuangan dan Aset Kabupaten Sumbawa Barat. 
Mengarsipkan semua Dokumen 
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Di Kabupaten Sumbawa Barat, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang 

akan diberikan kepada masyarakat meliputi: 

l) Bangunan Perumahan!Rumah Tinggal dan Rumah Sewa. 

2) Bangunan Selain Bangunan Perumahan!Rumah Tinggal dan Rumah 

Sewa. 

Dalam pelaksanaan dan tata cara pemberian Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB) untuk Bangunan Perumahan!Rumah Tinggal dan Rumah Sewa 

dilakukan dengan tahap-tahap dan persyaratan sebagai berikut: 

l) Pemohon datang ke Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 

2) Pemohon mengambil blanko/form pengajuan Izin Mendirikan Bangunan. 

3) Pengajuan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan 

melangkapi syarat-syarat administrasi sebagai berikut: 

a) Mengisi Formulir Surat Pemyataan Pembuatan Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB); 

b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon; 

c) Fotokopi Sertifikat/Keterangan Pemilikan Tanah yang ditandatangani 

oleh Kepala Desa!Lurah dan Camat. 

d) Gambar Rencana Bangunan yang telah disahkan oleh Dinas 

PekeJjaan Umum berupa Gambar (Site Plan) Bangunan, Gambar 

Denah Bangunan, Gambar Tampak Bangunan, dan Gambar 

Potongan Bangunan. 

e) Rencana Anggaran Biaya (RAB). 

f) Izin Peruntukan Tanah (Rekomendasi Prinsip). 

g) Fotokopi Bukti Pembayaran Pajak Bahan Galian C. 

h) Pas Foto ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) buah. 
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i) Map jepit warna biru 3 (tiga) buah; 

1. Surat Keterangan tidak keberatan tetangga yang ditanda tangani 

oleh Kepala Desa!Lurah dan Camat. 

4) Verifikasi kelengkapan pengaJuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

yang telah diisi oleh pemohon. Jika kelengkapan pengajuan Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) dinyatakan belum lengkap dan belum 

sesuai maka akan dikembalikan ke pemohon, jika sudah lengkap dan 

sesuai akan diproses. 

Proses terhadap kelengkapan dan kesesuaian data dengan lapangan 

dengan cara survei lokasi oleh Tim Teknis Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB). Bila telah disetujui oleh Tim Teknis Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB), maka izinnya langsung diterbitkan dan jika tidak setujui maka 

akan diterbitkan surat penolakan. 

Tata cara pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Bangunan 

selain Bangunan Perumahan/Rumah Tinggal dan Rumah Sewa dilakukan 

dengan tahap-tahap sebagai berikut: 

1) Pemohon datang ke Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Kabupaten 

Sumbawa Barat. 

2) Pemohon mengambil blanko/form pengajuan Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB) dengan melangkapi syarat-syarat administrasi yaitu: 

a) Mengisi Formulir Surat Pemyataan Pembuatan Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB). 

b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon. 

c) Fotokopi Sertifikat/Keterangan Pemilikan Tanah yang 

ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat. 
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d) Gambar Rencana Bangunan yang telah disahkan oleh Dinas 

Pekeljaan Umum berupa Gambar (Site Plan) Bangunan, Gambar 

Denah Bangunan, Gambar Tampak Bangunan, dan Gambar 

Potongan Bangunan. 

e) Rencana Anggaran Biaya (RAB). 

f) Fotokopi Bukti Pembayaran Pajak Bahan Galian C. 

g) Fotokopi Izin Gangguan (HO). 

h) Pas Foto ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) buah. 

i) Map jepit warna biru 3 (tiga) buah. 

j) Pengembalian blanko/form pengajuan Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB) beserta syarat-syarat lain yang telah ditentukan. 

k) Verifikasi blanko/form dan syarat-syarat pengajuan Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) yang telah diisi oleh pemohon. Jika blanko/form 

pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dinyatakan belum 

lengkap dan be!um sesuai maka akan dikembalikan ke pemohon, 

tetapi jika sudah !engkap dan sesuai maka akan diproses. 

I) Proses terhadap kelengkapan dan kesesuaian data dengan lapangan 

dengan cara survei lokasi oleh Tim Teknis Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB). Bila telah disetujui oleh Tim Teknis Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB), maka izinnya langsung diterbitkan 

dan jika tidak setujui maka akan diterbitkan surat penolakan. 

Mekanisme tentang tahap-tahap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat 

disajikan dalam Diagram Sistem Tahapan IMB pada gambar 4.l.berikut ini: 

66 

16/41800.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Gambar4.1. 
Data Flow Diagram Sistem Tahapan Izin Menidirikan Bangunan (1MB) 

1MB 
Pengajuan 1.0 ' Buku Register I 
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Blanko I Form 1MB t-- Register 
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Perizinan di KPPT- KSB 

~ Laporan Hasil / 3.0 '\ 
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Perekonomian dan Proses KPPT- KSB Pembangunan di 
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" KPPT- KSB 

Survei Lapangan ~ 
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Berkas Permohonan 1MB 

Tim Tekhnis 

Tidak Sesuai Sesuai 
Persyaratan Teknis Persyaratan Teknis 
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Pembangunan di Proses Surat 
KPPT- KSB Penolakan 1MB 

67 

16/41800.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



d. Pembinaan dan Pengawasan 

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten 

Sumbawa Barat melalui proses koordinasi, monitoring dan evaluasi. 

Sebagaimana dalam Peraturan Daerah Sumbawa Barat Nomor II 

Tahun 2010 tentang Retribusi IMB, BAB VI Pasal 12 (!) Pembinaan dan 

pengawasan terhadap pelaksanaan IMB merupakan tanggungjawan Kepala 

Daerah yang secara teknis operasionalnya dilaksanakan oleh Dinas Pekeijaan 

Umum dan berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku, (2) Kepala 

Daerah melalui KPPT dapat melakukan teguran, pemanggilan dan 

pemberhentian pelaksanaan pembangunan fisik bangunan terhadap orang atau 

badan yang melanggar Peraturan Daerah ini, (3) KPPT dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimasud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Dinas 

Pekeijaan Umum, Satuan Polisi Pamong Praja, Camat, Kepala Desa dan 

Lurah setempat. 

Terhadap pegawai/staf, proses pengawasan yang dilaksanakan oleh 

Kepala KPPT dalam berbagai bentuk seperti pengawasan dengan 

mengefektifkan pengawasan melekat (Waskat) kepada bawahannya. 

Pengawasan melekat dimaksud agar para sta£'pegawai dalam melaksanakan 

tugas dan pekeijaannya sesuai dengan standar operasional yang telah 

ditentukan, menghindari pungutan atau menerima sesuatu diluar ketentuaan. 

Pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat secara 

berkala, dan pengawasan oleh BPK secara rutin setiap tahun. 

Pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat melalui SMS Center, 

media sosial, koran lokal, kotak pengaduan, dan lain-lain. 
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e. Evaluasi 

Dalam mewujudkan tertib administrasi dan Pembangunan di 

Kabupaten Sumbawa Barat, maka terhadap Izin Membangunan Bangunan 

(IMB) yang telah diterbitkan akan dilakukan pengawasan di lapangan untuk 

mengetahui kesesuaian antara data permohonan dari pemohon Izin 

Membangunan Bangunan (IMB) dengan kenyataan di lapangan sehingga 

dapat mengurangi tingkat kecurangan oleh pemohon nantinya di lapangan. 

Namun jika kenyatataan di lapangan ditemukan indikasi kecurangan oleh 

pemohon, maka akan dilakukan penindakan sesuai dengan aturan yang 

berlaku. 

Berdasarkan pelaksanaan dan mekanisme dalam mengurus Izin 

Membangunan Bangunan (IMB), masih dilakukan secara manual. Hal ini 

sangat dirasakan memberatkan bagi pemohon Izin Membangun Bangunan 

(IMB) dimana dalam mengurus Izin Membangun Bangunan (IMB) hams 

mendatangi langsung ke Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu yang berada di 

ibukota kabupaten. 

f. Pelaporan 

Penyusunan pelaporan adalah menjadi tanggungjawab setiap instansi 

pemerintah!SKPD. Penyusunan laporan dilaksanakan pada setiap akhir bulan 

yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah c.q. Kepala Dinas 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumbawa Barat. 

Laporan meliputi laporan pertanggungjawaban keuangan selama periode 

satu tahun anggaran dibuat dan dilaporkan secara berkala yaitu setiap awal 
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bulan berikutnya JUga laporan perkembangan penerbitan seluruh jenis 

penzman. 

Laporan yang disusun dan disampaikan berfungsi sebagai dokumentasi 

KPPT, yang paling substantif dari laporan adalah menyajikan input, proses, 

output, outcomes dampak dan pennasalahan dan hambatan yang dihadapi. 

Laporan juga merupakan bahan dalam penyusunan Laporan 

Pertanggungjawaban Bupati setiap tahun yang disampaikan kepada DPRD. 

Khusus tentang laporan 1MB sudah terintegrasi dalam Laporan 

Pertanggungjawaban Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kineija lnstansi 

Pemerintah (LAKIP) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. 

2. Faktor Yang Mempengaruhi lmplementasi Kebijakan lzin Mendirikan 

Bangunan (1MB) 

a. Komunikasi 

Komunikasi yang dibangun dalam rangka implementasi kebijakan lzin 

Mendirikan Bangunan (1MB) dilaksanakan melalui komunikasi langsung 

maupun tidak langsung melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik 

(internet Sumbawa Barat). 

Komunikasi dapat berupa sosialisasi implementasi kebijakan 1MB 

dilaksanakan oleh KPPT sebagai instansi pelaksana kebijakan pelayanan 1MB 

bekeija sama dengan instansi/ SKPD Teknis terkait, yaitu Dinas Pekeijaan 

Umum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Energi 

Sumber Daya Mineral dan Budaya Pariwisata, dan Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset. Sosisalisasi dimaksud agar masyarakat dapat 

mengetahui dan memahami tentang adanya kebijakan penyelenggaraan 
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pelayanan satu pintu (PPTSP) dan khususnya pelayanan tzm mendirikan 

bangunan (1MB). 

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu selaku Satuan Keija Perangkat 

Daerah pelaksana implementasi IMB telah melakukan komunikasi langsung ke 

masyarakat berupa sosialisasi - sosialisasi peraturan perundang-undangan 

perizinan termasuk peraturan ten tang 1MB, juga melaksanakan komunikasi tidak 

langsung atau komunikasi satu arah berupa penyebaran brosur ke masyarakat, 

pemasangan baliho atau spanduk di tempat - tempat yang cukup strategis di 

beberapa wilayah kabupaten dan kecamatan. 

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu 

Kabupaten Sumbawa Barat, Bapak Muhammad Yakob,S.Sos bahwa: 

"Untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, baik kebijakan pusat 
maupun kebijakan daerah, sangat diperlukan kegiatan sosialisasi, baik 
secara langsung maupun tidak langsung, agar pelaksanaan kebijakan 
pelayanan publik ini diketahui secara luas oleh masyarakat. Tujuannya 
adalah masyarakat mengetahui bahwa di Kabupaten Sumbawa Barat telah 
ada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) yang senantiasa 
melayanani kebutuhan pelayanan perizinan sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsi yang ada. Masyarakat perlu memahami tentang penting 
adanya legalitas perizinan atas semua usaha maupun non usaha, termasuk 
didalamnya izin mendirikan bangunan (IMB). Sosialisasi ini kami 
/aksanakan da/am upaya meningkatkan peran serta masyarakat da/am 
meningkatkan perekonomian melalui /ega/it as usahanya .. .. " 

Wawancara lain juga dilakukan kepada Bapak Firmansyah, SIP., selaku 

Kepala Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat pada Kantor 

Pelayanan Terpadu Kabupaten Sumbawa Barat, menurut beliau bahwa: 

"Sosialisasi, yang kami laksanakan /angsung kepada masyarakat untuk 
se/uruh jenis perijinan. Kegiatan sosialisasi yang telah kami /aksanakan 
adalah sosialisasi /angsung kepada masyarakat di setiap kecamatan satu 
kali da/am satu tahun, untuk izin mendirikan bangunan (1MB) secara 
khusus belum di/aksanakan, sosialisasinya sudah inklud dalam sosialisasi 
tersebut, tetapi untuk sosialisasi secara tidak /angsung kami Ielah 
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mencetak dan mengedarkan buku-buku panduan atau pedoman pelayanan 

juga memasang baliho pada 8 titik yang cukup strategis dapat dilihat oleh 
masyarakat. Pada beberapa baliho tersebut tertulis "SUDAHKAH 
RUMAH ANDA BER-IMB?" hal ini untuk menggugah dan 

mengingatkan masyarakat untuk segera men gurus IMBnya .... .. ". 

Komunikasi internal KPPT yakni melalui proses transmisi yaitu 

transformasi kebijakan dari implementor kepada stafpelaksana dan Tim Tekhnis 

IMB dan kepada SKPD pendukung. Proses ini dilaksanakan secara berkala dan 

terns menerus kepada staf pelaksana melalui pemberian pemahaman dan 

dipraktek langsung dalam melayani pemohon. Demikian pula kepada Tim 

Teknis dan SKPD pendukung melalui rapat-rapat koordinasi. 

Selanjutnya Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Sumbawa 

Barat, Bapak Muhammad Yakob,S.Sos, mengemukakan bahwa: 

" .... dalam setiap rapat staf KPPT yang kami laksanakan setiap awal 
bulan, dan saat - saat tertentu hila diperlukan, selalu saya tegaskan 
bahwa fungsi kita selaku aparatur negara adalah pelayan masyarakat, 
maka tugas kita adalah melayani masyarakat sebaik-baiknya, dalam arti 
bahwa kita melayani dengan sopan, ramah dan sesuai dengan prosedur 
yang Ielah ditetapkan dalam standar pelayanan. Staf juga harus 
memahami benar fungsi dan tugas masing - masing, apa yang mereka 
lakukan sehingga dapat meminimalisir kesalahan - kesalahan dalam 
memberi pelayanan. Saya juga tegaskan bahwa tidak boleh menerima 
apapun secara tidak wajar .. .. " 

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa: 

" ..... sebelum melakukan survey Tim Teknis melaukan rapat, kepada Tim 
Tekhnis juga saya kemukakan bahwa dalam melaksanakan kunjungan 
lapangan atau survey ke lokasi pemohon, dalam pemberian rekomenmdasi 
harus benar - benar memenuhi syarat - syarat sesuai dengan peraturan 
perundangan yang telah ditetapkan, agar dikemudian hari kelak tidak 
terjadi hal - hal yang tidak diinginkan. .. " 

Seperti dikatakan Edward Ill ( 1980), bahwa transmisi, sebelum keputusan 

diimplementasikan, pejabat harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat 
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dan perintah pelaksanaannya telah dikeluarkan. Ini artinya, mereka yang 

melaksanakan keputusan harus mengetahui dengan pasti apa yang hams mereka 

lakukan. Oleh karena itu keputusan - keputusan kebijakan dan perintah-perintah 

harus diteruskan kepada personil dengan tepat, artinya bahwa komunikasi-

komuniukasi harus akurat dan dimengerti dengan cermat oleh pelaksana 

kebijakan. 

Pelayanan perizinan 1MB sebagai implentasi kebijakan Pemerintah, dalam 

kaitannya dengan pelayanan publik, sudah dilaksanakan dengan baik, namun 

masih banyak hambatan dalam pelaksanaannya, banyak pula kritikan dari 

masyarakat, seperti yang dikemukan oleh beberapa masyarakat. 

Hasil wawancara yang telah dilakukan kepada lbu Maryam Majid (Ibu 

rumah tangga) Desa Belo Kecamatan Jereweh: 

".. .. pengalaman saya sewaktu men gurus IMB rumah saya adalah 
iriformasi yang saya terima dari petugas pada kantor KPPT cukup 
iriformatif dan sangat jelas tentang tala caranya dan syarat-syaratnya, 
namun saya cukup susah dan rumit dalam pengurusan kelengkapan dan 
syarat lainnya, seperti harus ada gambar, RAB, urus galian C, bayar ke 
kant or yang lain, jadi rum it dan capek. ..... " 

Pendapat Bapak Solihin,S.Pd seorang PNS warga RT.OI Desa Beru 

Jereweh, mengemukakan bahwa: 

" saya memperoleh informasi tentang tata cara pengurusan lzin 
mendirikan bangunan melalui buku pedoman yang diterbitkan oleh KPPT, 
saya cukup paham karena di buku itu dengan jelas disebutkan syarat­
syaratnya sampai dengan biaya dan lama pengurusannya, sewaktu ke 
KPPT pegawainya ramah dan sopan dalam melayani saya dan 
memberikan informasi yangjelas. Yang menjadi masalah bagi saya sebagai 
PNS yang memiliki penghasilan yang pas-pasan, biaya pengurusan IMB 
yang sangat mahal dan memberatkan, membuat gambar dan RABNnya 
harus oleh kansultan biayanya mahal, terus membayar pajak Galian C-nya 
juga ada, kalau hanya membayar retribusi IMB tidak seberapa ..... " 
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Syamsul Bahri,SE warga Desa Goa Kecamatan Jereweh menyatakan bahwa: 

"Menjadi kewajiban bagi kami untuk mengurus sertifikat tanah, 
perijinan, dan lain-lain, baik izin usaha maupun IMB karena merupakan 
legalitas atas apa yang kami usahakan dan apa yang kami miliki, namun 
untuk mengurus IMB terbentur dengan persyaratan atau kelengkapan yang 
rumit dan pengurusannya yang berbelit-belit, mengharuskan ada gambar 
rumah dan RAB yang disahkan oleh pejabat di Dinas PU, perhitungan besar 
pajak galian C di Dinas Energi Sumberdaya Mineral, pembayarannya di 
instansi lain dan sebagainya dengan biaya yang mahal, padahal rumah saya 
bangun beberapa tahun yang lalu , itupun secara bertahap sedikit demi 
sedikit, tidak ada gambarnya, oleh karena itu pengurusan IMB saya tunda 
dulu" 

Pendapat Bapak Ikramawansyah seorang PNS warga Desa Tapir Kecamatan 

Seteluk, mengemukakan bahwa: 

" .... Saya belum men gurus IMB, alasannya adalah, belum paham benar 

kegunaan dari IMB tersebut karena belum pernah mendapat sosialisasi 

tentang kegunaan, tala cara maupun prosedurnya. Saya mendengar dari 

ternan bahwa pengurusannya ribet, tidak hanya ngurus di KP PT tapi juga 

di dinas lain. ... . lalu ada biaya untuk pembuatan gam bar dan RAB juga ada 

biaya galian C, padahal saya membangun tidak pakai gambar untuk 

mengirit biaya ..... " 

Pendapat Bapak Makhsum Kaharuddin karyawan swasta, warga RT.03 

Desa Goa Kecamatan Jereweh, mengemukakan bahwa: 

" .... saya belum begitu mengharapkan manfaat IMB, sehingga saya belum 
mengurus IMB rumah saya, disamping itu domisili saya jauh dari kantor 
tempat mengurus atau kantor pelayanan IMB sehingga perlu waktu khusus 
untuk mengurusnya karena saya tahu bahwa banyak syarat dan 
kelengkapan yang harus dipenuhi, sedangkan saya banyak kesibukan 
sebagai karyawan swasta .... " 

Hal penting lainnya yang masuk kedalam komunikasi adalah Koordinasi. 

Koordinasi (coordination) dalam penyelenggaraan suatu sistem administrasi 
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merupakan salah satu tahapan kelja yang sangat penting untuk dilaksanakan, 

melalui koordinasi, berbagai masalah dan kendala administrasi serta teknis 

operasional dapat diidentifikasi, dan kemudian dapat dirumuskan solusinya. 

Artinya, di dalam pelaksanaan koordinasi itu dapat dibahas berbagai hal yang 

terkait atau dibutuhkan untuk memperlancar dan atau mengoptimalisasikan 

teknis pelaksanaan suatu rangkaian pekerjaan. Jadi, hakikat tujuan 

pengkoordinasian adalah mempeljelas, memadukan, menyelaraskan, dan 

menyeimbangkan keseluruhan bagian atau unit kelja hingga menjadi kesatuan 

proses kelja yang produktif, efektif dan efisien, menurut kebijakan-kebijakan 

yang mendasari pekeljaan tersebut. 

Untuk memutuskan bisa atau tidak bisa permohonan IMB diluluskan, 

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu perlu mengadakan koordinasi dengan 

instansi terkait, Bappeda sebagai Jika koordinasi ini tidak dilakukan, maka 

kemungkinan yang timbul adalah tidak sesuainya jenis IMB yang diberikan 

dengan peruntukan kawasan yang menjadi lokasi bangunan akan didirikan. 

Kalau hal ini sampai teljadi, maka konsekuensi logisnya adalah pemberian IMB 

dibatalkan/ditolak. 

Berkaitan dengan koordinasi terkait IMB, Kepala Satuan Polisi Pamong 

Praja, Bapak Agus Hadnan,S.Pd, menyatakan bahwa: 

"Berkaitan dengan Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja adalah 

penegak Peraturan Daerah, apabila terjadi pelanggaran terhadap Perda 

itulah tugas Satpol PP untuk melakukan proses sesuai dengan aturan yang 

berlaku. Regulasi khusus berkaitan 1MB memang belum lexspisialis artinya 

bahwa belum ada kewenangan dari Satpol PP untuk melakukan suatu 

tindakan atau penertiban terhadap bangunan belum IMB atau bangunan 

yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan. Koordinasi dengan instansi 

teknis seperti KPPT, BAPPEDA sangat kurang. 
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Kendalanya adalah Daerah kesulitan lahan untuk menempatkan lokasi­

lokasi khusus perdagangan, pemukiman, industri d/1, bangunan sudah 

permanen sebelum aturan lahir, jadi sangat dilematis untuk melakukan 

tindakan penertiban bangunan, peraturan RTRW Kabupaten Sumbawa 

Barat mengalami perubahan, disamping itu yang paling dominan adalah 

tidak ada pemahaman masyarakat terhadap aturan (Perda) terutama IMB. 

Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum 

pada Bagian Keenam: Tertib Bangunan, Pasal 20 ayat (1) Setiap orang 

atau badan dilarang mendirikan bangunan pada daerah garis sepadan 

jalan, sepadan sungai dan/atau sepadan danau/lebo. Dan Pasal 21: 

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, 

dapat dilakukan pembongkaran apabila setelah dilakukan teguran secara 

tertulis sebanyak 3(tiga) kali dan dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja 

masih tidak diindahkan. 

Dalam Perda hanya menyebutkan dilarang mendirikan bangunan pada 

daerah garis sepadan jalan, sepadan sungai dan/atau sepadan danau/lebo, 

tidak disebutkan bahwa bangunan harus memiliki IMB.Jadi perlu ada 

regulasi khusus dan lebih rinci tentang hal terse but". 

Dalam konteks itu, pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Perizinan di Kantor 

Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sumbawa Barat, terutama dalarn 

pelayanan IMB tentu tidak luput dari pentingnya kegiatan koordinasi, baik 

ditingkat adrninistrasi maupun di tingkat operasional, termasuk koordinasi 

dengan berbagai pihak yang terkait. 

Terkait dengan koordinasi Muhammad Yakub,S.Sos (Kepala KPPT) 

menjelaskan: 

"tugas dan fongsi KPPT hakekatnya adalah kaordinasi dan 

administrasi, terkait hal tersebut tidak mungkin terselenggara tugas dan 

fungsi kami tanpa adanya koordinasi baik dengan staf, teruitama dengan 

instansi terkait. Dengan Bappeda koordinasi terkait dengan pemanfaatan 
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lahan, dengan Dinas Pekerjaan Umum terkait dengan 

bangunan.dan seterusnya terhadap izin-izin yang lain. .. " 

struktur 

Koordinasi sehubungan dengan pembinaan dan pengawasan terhadap 

bangunan yang belum memiliki IMB, Kepala KPPT menjelaskan: 

"memang di dalam Peraturan Daerah No.ll Tahun 2010 pasa/12 (3) 

menyatakan bahwa KPPT dalam melaksanakan tugas pembinaan dan 

pengawassannya berkoordinasi dengan Satpol PP, Camat, Kepala Desa dan 

Lurah, namun sejauh ini kami belum melaksanakan koordinasi secara 

intensif, karena banyaknya kendala salah satunya adalah kenyataan 

bangunan permanen yang ada sudah dibangun beberapa puluh tahun, 

sebelum adanya peraturan daerah tentang IMB, pembangunan dan 

pelebaran sarana jalan raya yang mengakibatkan bangunan tidak memenuhi 

syarat garis sempadan, hal ini tidak bisa menyalahkan masyarakat ... untuk itu 

harus ada kebijakla-kebijakan khusus dari Pemerintah Daerah. " 

b. Sumberdaya 

Efektifitas implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh sumberdaya. 

Sumber daya yang penting meliputi staf. informasi, dan wewenang.(Edward III) 

Sumberdaya manusia (SDM) Staf yang diperlukan dalam implementasi 

pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) jumlahnya harus mencukupi, baik 

dari segi kwantitasnya maupun kwalitas. Staf harus mempunyai kwalitas yang 

baik atau memiliki keahlian dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan 

pekeijaan pelayanan, pengelolaan dan pekeijaan yang bersifat teknis. 

Sumberdaya penting lainya adalah Informasi. Dalam kaitan ini informasi 

dapat berupa: (a) informasi mengenai bagaimana cara melaksanakan kebijakan; 

(b) informasi tentang ketaatan personil terhadap peraturan--peraturan atau 

kebijakan-kebijakan dalam pelayanan IMB, artinya bahwa apakah orang--{)rang 

77 

16/41800.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



dan organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan mentaati peraturan 

perundang - undangan atau tidak. 

Sumberdaya berikutnya adalah Wewenang. Dalam melaksanakan kebijakan 

tentu memerlukan wewenang secara formal (keputusan di atas kertas) untuk 

mengetahui dan menentukan siapa mengeijakan apa disertai dengan 

tanggungjawab terhadap apa yang dilakukan sesuai dengan wewenang yang 

diterima. Kewenangan yang jelas akan memudahkan pelaksanaan pekeijaan 

terkait dengan penggunaan fasilitas - fasilitas/sarana prasarana dalam rangka 

implementasi kebijakan secara efektif. 

Faktor sumberdaya dinyatakan oleh semua informan belum memadai dalam 

rangka memenuhi harapan masyarakat dalam pelayanan publik khususnya 

pelayanan IMB seperti belum memadai sumberdaya manusia, anggaran, sarana 

prasarana, informasi dan kewenangan. 

1) Sumberdaya manusia/Staf 

Staf sebagai komponen yang sangat penting dalam melaksanakan 

pelayanan publik. Dalam melaksanakan implementasi kebijakan pelayanan 

perizinan. pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumbawa 

Barat didukung oleh Pengawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS atau 

Pegawai Kontrak Daerah. 

Dukungan stafyang ada pada KPPT adalah PNS ada 8 (delapan) orang, 

sebagai berikut: 

Kepala Kantor, Eselon Ilia, 1 orang; 

Kepala Subbagian Tata Usaha, Eselon IVa, 1 orang; 

Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan, Eselon IVa, 1 orang; 
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Kepala Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat,Eselon IV a, 1 

orang 

Bendahara Pengeluaran, 1 orang; 

Bendahara Penerimaan, 1 orang; 

Petugas Pengelola Barang, I orang; 

Pembantu Bendahara/Operator SIMDA, 1 orang; 

Dalam melaksanakan pelayanan dibantu oleh tenaga Non PNS dengan 

tugas dan pekerjaaan tertentu, Non PNS dengan jumlah 22 orang, latar 

belakang pendidikan yang hampir sama yaitu rata-rata sekolah menengah 

umum (SMU), dan rata - rata usianya masih muda. Non PNS ini diangkat 

dalam masa satu tahun oleh Bupati dengan Surat Keputusan Bupati 

Sumbawa Barat yang diperbaharui tiap tahunnya, penempatannya menjadi 

kewenangan BK Diktat. 

Ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) pada KPPT dapat dilihat 

pada Tabel 4.3. yaitu data Pegawai Negeri Sipil dan Tabel 4.4.data non 

Pegawai Negeri Sipil, berikut ini: 
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Tabel4.3. Data PNS Pada KPPT Kab. Sumbawa Barat 

No Nama/NIP Pangkat/Gol Jabatan Pendidikan Masa 
kerja 

I. Muhammad Yakub,S.Sos Pembina,IV /a Kepala Kantor S 1/ Adm.Negaral 27th 

195905211983011007 
1997 

2. Amri Rahmansyah,SE Penata,IIVc Kasi Perekonomian S 1/Ekonomi/20 6th 

19808122005011008 
Pembangunan 04 

3. Firmansyah,S.IP Penata,III/c Kasi Pemerintahan S1/llmu 8th 

198003072006041017 
dan Kesejahteraan Pemerintahan/2 

Masyarakat 003 

4. Agusman,S.Pt Penata Muda Kasubag Tata S 1/llmu Nutrisi 16th 

197008151994031008 Tk.l, IIVb 
Usaha Makanan 

Ternak/2008 

5. Bakhtiar Pengatur Tk.l, Staf/Bendahara STM/Pertanianl 21th 

195903051994011001 llld 
Penerima Retribusi 1982 

6. Ade Mulyadi Amri,A.Md Pengatur, IVc Staf/Petugas 03/Manajemen 4th 

198105192011011004 
pengeloaan Barang Perusahaan 

7. Nurjannan Juliarti Penata Muda, Staf/ Akuntasi S MA/!PS/200 I 6th 

198303062010012009 lila 
SIMDA 

8. Endang Purnamasari Penata M uda, Staf/Bendahara SMA/lPA/2004 6th 

198602262010012033 IVa 
Pengeluaran 

Sumber: KPPT Kab. Sumbawa Barat Tahun 2012 
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Tabel4.4. Data Non PNS Pada KPPT Kab. Sumbawa Barat 

No Nama Tanggal Labir Pendidikan No.SK Bnpati Status 

I. Mansyursyah,SE Sumbawa, 2 Februari S 1-Manajemen- 0 18/914/BKD/20 12 Honor 
1977 2011 Oaerah 

2. Susana,SE Jotang, 19 Maret S 1-Ekonomi- 0 18/914/BKD/20 12 Kontrak 
1976 2006 Oaerah 

3. Abdul Majid,S.Pt Seteluk, 7 Mei 1987 S 1-Peternakan- 0 18/914/BKD/20 12 Kontrak 
2011 Oaerah 

4. Eni Eriani Rempe Beru, I SMA-IPS-2006 0 18/914/BK0/20 12 Kontrak 
Januari 1987 Oaerah 

5. Siti Wulandari Taliwang,5 Mei 1988 SMA-IPS-2007 0 18/914/BK0/20 12 Kontrak 
Oaerah 

6. Y ayan Yunandar Taliwang,21 Oktober SMA-IPS-2004 0 18/914/BKD/20 12 Kontrak 
1988 Oaerah 

7. Hesys Augusta Alas,26 Agustus SMA-IPS-2007 0 18/914/BK0/20 12 Kontrak 
1988 Oaerah 

8. Ismail Taliwang, 18 Agustus SMK-Otomotif 0 18/914/BKD/20 12 Kontrak 
1984 2006 Oaerah 

9. Jayadi Taliwang,6 Maret SMK- 0 18/914/BK0/20 12 Kontrak 
1987 Bangunan-2005 Oaerah 

10. Sunan Rosdiana Tepas, 7 Februari SMK -Sekretaris 0 18/914/BKD/20 12 Kontrak 
1984 -2003 Oaerah 

II. Oany Marsudi,S.IP Taliwang, 18 April S1-Adm 0 18/914/BK0/20 12 Sukarela 
1985 Negara- 2010 

12 As my Oesa Beru, 18 Maret 03-Manajemen- 018/914/BKD/2012 Sukarela 
Nurdiansanti,A.Md 1985 2008 

13. Amrullah,A.Md Ngeru, 21 April 1984 03-Perpajakan- 018/914/BK0/2012 Sukare1a 
2009 

14. Muhammad Taliwang, 3 Maret SMA;IPS-1994 0 18/914/BKD/20 12 Sukarela 
1983 

15. Nurhasarah Salit,23 Oktober SMA-IPS-2000 0 18/914/BKD/20 12 Sukarela 
1981 

16. Rustam Efendi Setelukl, 12 SMA-IPS-2007 0 18/914/BKD/20 12 Sukarela 
Desember 1986 

17. Hermansyah Taliwang,21 Maret SMA-IPS-2007 0 18/914/BKD/20 12 Sukarela 
1985 

18. Syaifullah Tali wang, I 0 Juni SMA-IPS-2008 0 18/914/BKD/20 12 Sukarela 
1986 
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19. Rani Apriantani Taliwang,2S April SMA-IPS-2004 0 18/914/BKD/20 12 Sukarela 
1986 

20. Dahlia Taliwang,l4 Mei SMA-IPA-2006 018/914/BKD/2012 Sukarela 
1988 

21. Aan Dwi Saputra Taliwang,S SMA-IPS-2008 018/914/BKD/2012 Sukarela 
September 1989 

22. Jayadi Alas,30 Mei 1989 SMK-Otomotif 0 18/914/BKD/20 12 Sukarela 
2008 

Sumber: KPPT Kab. Sumbawa Barat Tahun 2012 

Sehubungan dengan ketersediaan surnber daya manusia, Kepala KPPT, 

Muhammad Yakub,S.Sos, mengemukakan bahwa: 

" ... jumlah sumber daya manusia (SDM) pada KPPT jauh dari 

mencukupi untuk mencapai sebuah pelayanan yang maksimal, 8 PNS 
yang ada sudah memiliki tug as dan fungsinya masing- masing, sehingga 
khusus pada pelayanan hanya ada seorang PNS saja yaitu yang bertugas 

sebagai bendahara penerima retribusi, untuk petugas pelayanan kami 
dibantu oleh tenaga non PNS atau tenaga kontrak, yang kwalifikosinya 
belum memenuhi standar pelayanan karena hanya memiliki pendidikan 

menengah umum .... " 

Bapak Agusman,S.Pt, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor 

Pelayanan Perizinan Terpadu, mengemukakan bahwa: 

" .... untuk semua PNS yang ada, tugas dan tanggung jawabnya sudah 

jelas. Untuk pegawai Non PNS tugasnya juga telah terbagi habis. 
Khusus untuk petugas pelayanan IMB kami memberdayakan dan 
mengoptimalkan tenaga Non PNS yang ada walaupun diketahui dari segi 

pendidikan masih rata-rata dari SMA dan keahliannyapun masih 

minim ..... " 

Terkait dengan jwnlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) standar yang harus 

dimiliki pada setiap satuan keija perangkat daerah, berikut hasil wawancara 

dengan Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten 

Surnbawa Barat, Bapak Hermanyadi,S.Pd. Beliau menyatakan bahwa: 
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" ... jumlah SDM khususnya PNS yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat 

masih kekurangan. Kebutuhan untuk setiap satuan kerja perangkat daerah 
memang bervariasi, tergantung dari /uasnya jangkauan pekerjaan dan 
tanggung jawab. Kebutuhan PNS untuk SKPD teknis dan non teknis juga 
berbeda, yang teknis tentu membutuhkan sumberdaya manusia yang lebih 
banyak. ... " 

Lebih Ian jut beliau mengatakan bahwa: 

" .... khususnya satuan kerja perangkat daerah yang menangani pelayanan 
seperti KPPT, setiap Kepala Kantor maupun Kepala Seksi minimal 
memiliki tiga orang staf, sehingga keseluruhan minimal dimiliki adalah 
15(/imabelas) orang yang terdiri dari Kepala Kantor satu orang, Ajudan 
satu orang, Supir satu orang, Kepala Subbag TU satu orang dengan staf 
tiga orang, Kepala Seksi Perekonomian satu orang dengan staf tiga orang, 
serta Kepala Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat satu 
orang dengan staf tiga orang . Namun kami menyadari bahwa jumlah 
minimal saja be fum dapat dipenuhi karena keterbatasan kesediaan tenaga 
PNS di Kabupaten Sumbawa Barat yang masih kurang. Oleh karena itu 
sebagai dukungan Pemerintah Daerah khususnya BK Diklat sebagai 
solusi terkait masalah ini BK Diklat telah menempatkan tenaga Non PNS 
pada setiap SKPD untuk memenuhi kebutuhan organisasi. ... " 

2). Informasi 

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) disampaikan kepada Masyarakat 

melalui pertemuan/sosialisasi yang dianggarkan melalui Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah (APBD II) setiap tahunnya. Selain penyampaian 

informasi melalui pertemuan/sosialisasi, juga dilakukan melalui media cetak, 

baliho, brosur, dan buku panduan perizinan. 

Kepada staf pelayanan IMB, Kepala KPPT selalu memberikan 

pemahaman tentang tatacara dan prosedur pelayanan, langsung pula 

diterapkan dalam pemberian layanan IMB. Informasi tentang tata cara 

pengukuran kepada Tim Teknis IMB juga diberikan sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku, Tim Teknis juga memberikan informasi yang 
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benar kepada pelanggan tentang apa yang akan disurvey antara lain batas atau 

garis sepadan, mana yang memenuhi syarat dan tidak sehingga masyarakat 

memahami apa yang dilakukan oleh Tim Teknis. 

Sebagian masyarakat memberikan kritikan tentang PTSP khususnya 

pelayanan IMB, karena informasi yang diterima masih minim. Berikut hasil 

wawancara dengan masyarakat terkait dengan informasi yang diterima. 

Pendapat Bapak Ikramawansyah seorang PNS warga Desa Tapir 

Kecamatan Seteluk, mengemukakan bahwa: 

" .... Saya belum paham benar kegunaan dari IMB tersebut karena bel urn 
pernah mendapat sosialisasi tentang kegunaan, tata cara maupun 
prosedurnya. Saya mendengar dari ternan bahwa pengurusannya ribet, 
jadi saya enggan mengurus." 

Bapak H.Ali Bolang, Pedagang warga Kelurahan Kuang Kec.Taliwang, 

menyatakan bahwa: 

"Sejak dulu saya tahu adanya izin mendirikan bangunan (imb) sebe/um 
terbentuknya Kabupaten Sumbawa Barat ngurusnya di Sumbawa Besar 
dan sekarang lebih dekat di Taliwang saja, namun saya belum ngurusnya 
karena belum tahu cara - caranya, kemana saya mengurusnya karena 
tidak ada informasi tentang itu" 

Kepala BAPPEDA Kabupaten Sumbawa Barat, Bapak DR.Ir.H.Amri 

Rahman,M.Si, menyatakan bahwa: 

"Untuk mencapai target IMB yang diharapkan seyogyanya KPPT secara 
intensif melaksanakan sosialisasi pelayanan IMB kepada masyarakat, 
sehingga masyarakat melalui berbagai cara dan media, misalnya melalui 
webside KSB sehingga masyarakat yang jauh dapat mengakses sendiri 
tanpa harus datang ke KPPT" 

3) Wewenang 

Untuk mempercepat proses pelayanan perizinan dan non perizinan, 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia memberikan kewenangan 
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kepada Bupati!Walikota untuk melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu, 

selanjutnya Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan penandatangan 

perizinan dan non perizinan kepada Kepala PPTSP. Seperti yang 

disebutkan dalam Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 Pasal 6, bahwa 

Bupati!Walikota mendelegasikan kewenangan penandatangan perizinan 

dan non perizinan kepada Kepala PPTSP. 

Pasal 7: ayat (I) Lingkup tugas PPTSP meliputi pemberian pelayanan 

atas semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi 

kewenangan Kabupaten/Kota. Ayat (2) PPTSP mengelola administrasi 

perizinan dan non perizinan dengan mengacu pada prinsip koordinasi, 

integrasi, sinkronisasi dan keamanan berkas. 

Tingkat Kabupaten dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten 

Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, 

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 

Sumbawa Barat. Pada Pasal 2 ayat (I) Membentuk Lembaga Teknis 

Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, (2) Lembaga Teknis Daerah 

sebagaimanan dimaksud ayat (I) terdiri dari: huruf g. Kantor Pelayanan 

Perizinan Terpadu. 

Pada Bah IV tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Pasal 8 

menyatakan (I) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu merupakan unsur 

perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan 

perijinan. (2) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas 

melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan 

administrasi dibidang perijinan secara terpadu dengan menerapkan prinsip 

koordinasi, mintegrasi, sinkronisasi, simplifikasi dan keamanan. (3) Dalam 
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melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kantor 

Pelayanan Perijinan Terpadu menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut: 

a) Penyusunan program Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu; 

b) Penyelenggaraan perijinan; 

c) Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan; 

d) Pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan; 

e) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perijinan 

f) Pengelolaan urusan ketatausahaan kantor; 

Ayat (6) menyatakan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah. Ayat (8) Bagan struktur organisasi Kantor Pelayanan 

Perijinan Terpadu.sebagai berikut: 

Gambar 4.2. Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan 

Terpadu Kabupaten Sumbawa Barat 

KEPALA 

I I KELOMPOK 

JABATAN SUB BAGIAN 

FUNGSIONAL TATAUSAHA 

I 
SEKSI SEKSI PEMERINTAHAN 

PEREKONOMIAN DAN DAN KESEJAHTERAAN 
PEMBANGUNAN MASYARAKAT 

I 
TIMTEKNIS TIM TEKNIS 
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Terkait masalah kewenangan, tugas pokok dan fungsi KPPT, Kepala KPPT 

Kabupaten Sumbawa Barat, Muhammad Yakub,S.Sos, mengemukakan 

bahwa: 

" .... KPPT selaku implementor kebijakan pelayanan terpadu satu pintu, 
te/ah diberikan kewenangan yang besar oleh Pemerintah Daerah (Bupati) 
untuk melaksanakan pelayanan sebaik ~ baiknya. Sebagaimana Peraturan 
Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga 
Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, yang didalamnya ada KPPT 
sebagai pelaksana pelayanan perizinan terpadu, yang tugasnya adalah 
memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat . 
.... karena struktur organisasi KPPT yang pendek dan sederhana, 
menggambarkan bahwa struktur birokrasinya pendek pula sehingga dalam 
memberikan dan menyampaikan arus informasi kepada staf lebih cepat 
dan efektif, serta dapat segera ditindaklanjuti . 
.... demikian pula dengan pembagian tugas pada setiap staf yang sudah 
jelas dan adanya standar operasional pelayanan maka dalam memberikan 
pelayanan kepada msyarakat dapat segera dan cepat diselesaikan ". 

Kepala BAPPEDA Kabupaten Sumbawa Barat, DR. lr. H. Amri Rahman, 

M.Si., berkaitan dengan kewenangan, menyatakan bahwa: 

"Dalam suatu aktifitas organisasi ada tiga fungsi yang harus dijalani, 
yaitu, pertama, fungsi koordinasi, kedua, fungsi Teknis, dan ketiga fungsi 
administrasi. Fungsi.fungsi terse but difalankan oleh pihak ~ pihak yang 
berbeda. Untuk KPPT ada dua fongsi yang harus dijalankan yakni fungsi 
koordinasi dan fongsi administrasi. Fungsi koordinasi dilakukan karena 
dalam melaksanakan tugas KPPT selalu berkaitan dengan pihak ~ pihak 
atau SKPD lain yang berkepentingan. Fungsi administrasi ada/ah proses 
administrasi perizinan, mu/ai dari permohonan sampai terbit dokumen 
perijinan diselenggarakan di KPPT" 

Tentang koordinasi yang dilakssanakan KPPT dengan BAPPEDA: 

"Fungsi koordinasi dari KPPT dengan BAPPEDA sangatlah erat terkait 
dengan penerbitan perizinan yang memerlukan izin mendirikan bangunan 
dimana pertimbangan teknis tentang tata ruang dan peruntukannya ada di 
BAPPEDA. Fungsi ini sejauh ini berja/an dengan lancar". 
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4) Fasilitas Sumberdaya Peralatan 

Dalam Perrnendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pasal 5 ayat (2) 

menyebutkan bahwa Perangkat Daerah hams memiliki sarana dan 

prasarana yang berkaitan dengan mekanisme pelayanan yaitu: 

a.loket/ruang pengajuan perrnohonan dan inforrnasi; b.tempat/ruang 

pemrosesan; c.tempat/ruang pembayaran; d.tempat/ruang penyerahan 

dokumen, dan; d.tempat/ruang penanganan pengaduan. 

Pemberian pelayanan perizinan pada KPPT, telah didukung oleh 

fasilitas sarana prasana berupa: a gedung kantor dan penataan ruang yang 

baik dengan ruang yang cukup seperti Ruang tunggu/pengajuan dan 

inforrnasi, loket proses izin, ruang kepala kantor, ruang masing - masing 

kepala seksi, loket pembayaran retribusi, toilet masing-masing 

(tamu,kepala dan staf); b.kendaraan berrnotor yaitu, 1 unit mobil roda 

empat untuk kepala kantor dan 5 unit motor roda dua untuk staf 

operasional, c. Peralatan lainnya berupa: komputer, Laptop, moubiler 

(lemari arsip, kursi, meja, dll) . 

. " ... .fasilitas yang ada pada KPPT be/um memadai tetapi masih ada 
beberapa yang dirasakan masih sangat kekurangan dalam mendukung 
tugas pelayanan, yang menjadi kendala adalah Fasilitasd Komputer dan 
Printer, belum tersedia mobil operasional yang digunakan untuk survey ke 
/okasi yang cukup jauh dari kantor pe/ayanan, seperti ke Kecamatan 
Maluk, Sekongkang, Brang Rea dan Pototano, solusinya adalah 
menggunakan mobil dinas kepala kantor apabila sedang tidak digunakan. 
Apabi/a mobil dinasnya dipakai ke/uar daerah, maka menunggu saja atau 
menyewa kendaraan lain. " 
(Muhammad Yakub,S.Sos, Kepala KPPT) 
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Kepala Sub Bagian Tata Usaha, terkait dengan ketersediaan sarana 

prasarana, mengemukakan bahwa: 

"Untuk memdukung tugas pelayanan masih kekurangan Komputer 
dan Printer, komputer dan printer yang ada dipakai bersama antara 
pembuat laporan dengan operatorn pelayanan,juga untuk semua jenis izin 
sehingga dalam memberikan pelayanan ada hambatan, juga be/urn 
tersedia mobil operasional yang digunakan untuk survey ke lokasi yang 
cukup jauh dari kantor pelayanan, seperti ke Kecamatan Maluk, 
Sekongkang, Brang Rea dan Pototano, solusinya adalah menyewa 
kendaraan lain, akibatnya adalah harus keluar dana untuk sew a mobil". 

Salah satu Tim Teknis Pelayanan IMB, Ibu Sri Sulastiati,ST, staf 

Dinas Pekerjaan Umum, menyatakan bahwa; 

" .... dalam melaksanakan tugas /apangan atau survey ke lokasi izin 
kami sering terkenda/a fasilitas transportasi, karena beberapan lokasi 
IMB cukup jauh dari pusat kota atau kantor pelayanan. KPPT be/urn 
memiliki mobil operasional khusus untuk pelayanan yang iauh ". 

Sumberdaya peralatan juga masih dirasakan sangat kekurangan, 

terutama peralatan komputer dan printer. Seperti yang dikemukan oleh 

Sunan Rosdiana staf pelayanan IMB dan Jayadi Hasan operator komputer 

pada KPPT, bahwa: 

"... kami Ielah melaksanakan tugas pe/ayanan dengan sebaik -
baiknya, sesuai dengan apa yang diarahkan o/eh atasan, juga sesuai 
dengan standar pelayanan serta prosedur tatacara pelayanan 
perijinan. Yang kami rasakan kurang adalah sarana komputer dan 
printer, yang ada hanya satu untuk melaksanakan semua jenis ijin, 
baik dalam proses perijinan maupun pelaporannya. Pekerjaan 
seharusnya selesai secepatnya, tapi dapat tertunda karena harus 
bergantian dalam penggunaannya." 

5) Sumber Daya Anggaran 

lmplementasi kebijakan akan berjalan dengan baik apabila didukung 

oleh anggaran yang cukup. Ketersediaan anggaran mempermudah dalarn 

pembiayaan, karena setiap kegiatan pasti memerlukan biaya dalarn 

pelaksanaannya. 
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Dalam laporan keuangan KPPT Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 

Tahun 2012, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) KPPT 

dilihat bahwa seluruh kegiatan SKPD didukung dengan anggaran. Tahun 

Anggaran 20 II tidak melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat 

karena tidak ada dana untuk melaksanakan kegiatan tersebut. 

Terkait dengan anggaran yang tersedia pada KPPT untuk 

melaksanakan pelayanan perizinan, Kepala KPPT, Muhammad 

Yakub,S.Sos mengemukakan bahwa: 

"Sejumlah dana Ielah dialokasikan oleh Pemerintah Daerah melalui 
DPA masing-masing SKPD, termasuk KPPT. Dalam DPA ada belanja 
Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Kegiatan Sosialisasi yang kami 
anggap sangal penting, tahun 2010 hanya 5,39% dari seluruh anggaran, 
tahun 20 II tidak ada sosialisasi dan Tahun 2012, hanya 8, 4 7% untuk 
kegiatan sosialisasi. Selebihnya untuk bayar Gaji PNS, Honorarium 
Pegawai Tidak Tetap, belanja rutin kantor, Belanja Modal dan fasi/itas 
lainnya. Hal ini sangat kekurangan dana untuk mensosialisasikan sebuah 
kebijakan.. " 

Kepala Suib Bagian Tata Usaha, Agusman,S.Pt, terkait dengan 

anggaran untuk sosialisasi perizinan, mengatakan bahwa: 

"Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tersedia anggaran, Namun 
dana tersebut didominasi untuk bayar Gaji PNS, Honorarium Pegawai 
Tidak Tetap, be/anja rutin kantor, Belanja Modal dan fasi/itas lainnya, 
serta be/anja perjalanan dinas. Hal ini sangat kekurangan dana untuk 
melaksanakan sosia/isasikan perizinan. Selama ini sosialisasi dilakukan 
untuk se/uruh perizinan, jadi tidak dikhususkan untuk sosia/isasi 1MB". 

Berikut ini adalah tabel jumlah anggaran yang tersedia dalam DPA 

tiga tahun terakhir, dimana dapat dilihat bahwa ada tiga besar belanja 

yaitu, pertama: Belanja Pegawai, kedua: Belanja Barang dan Jasa, ketiga: 

Belanja Modai!Fasilitas Kantor, dimana belanja pegawai dan belanja 

Barang dan jasa mendapat porsi yang banyak dengan rata-rata 85%, 
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sedangkan untuk memenuhi sarana prasarana hanya tersedia dana rata-

rata 15% dari anggaran setiap tahunnya. 

Tabel. 4.5. Anggaran KPPT 

Junlah Anggaran 2010 2011 

Anggaran Seluruhnnya 1.061.495.307 1.154.118.912 

Belanja Pegawai 466.534.987 411.233.712 

Belanja Barang dan Jasa 437.260.320 585.o47.600 

Belanja Modal IF asilitas 154.700.000 157.837.600 

Sumber: DPA KPPT 

Untuk biaya Sosialisasi perizinan sudah terrmasuk kedalam belanja 

barang dan Jasa, yaitu sebesar Rp.54.639.000 (Tahun 2010) dan 

Rp.97.112.200,- (Tahun 2012), sedangkan tahun 2011 tidak dilaksanakan 

sosialisasi karena tidak ada dukungan dana dalarn Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DP A). 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) Kabupaten 

Sumbawa Barat, Bapak.DR.lr.H.Arnri Rahman,M.Si, terkait dengan dukungan 

anggaran, menyatakan bahwa: 

"Mekanisme pengusulan sejumlah dana untuk biaya operasiona/ suatu 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah SKPD mengusulkan ke Tim 
Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui Dinas Pendapatan dan 
Penge/olaan Keuangan Daerah. TAPD melakukan verifikasi dan penyesuaian 
dengan anggaran daerah. Dana yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan 
SKPD yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggara (RKA). Besarnya dana 
yang diterima KPPT tergantung dari peran serta KPPT dalam meningkatkan 
kinerjanya sehingga timbul apresiasi dari PEMDA untuk memberikan dana 
lebih" 

Dari tabel di atas, bahwa telah ada dukungan anggaran dari 

Pemerintah Daerah, namun anggaran kbusus untuk sosialisasi perizinan 
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dan IMH hanya kurang lebih dari 6% dan untuk pemenuhan fasilitas rata -

rata l 5% dari seluruh anggaran setiap tahun. 

c. Disposisi 

Unsur penting lainnya dalam implementasi kebijakan adalah disposisi. 

Disposisi adalah kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku 

kebijakan untuk melaksanakan kebijakan terse but secara sungguh- sungguh. 

Para pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan ada kecenderungan 

berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses pelaksanaan kebijakan akan 

sulit. Implementasi yang terlalu bebas besar kemungkinan implementasi 

dijalankan menyimpang dari tujuan awalnya. 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) Kabupaten 

Sumbawa Barat, Bapak DR. Ir. H. Amri Rahman, M.Si., terkait dengan 

disposisi, menyatakan bahwa: 

"Perlu kemauan yang besar dari berbagai pihak, terutama dari 
pelaksana kebijakan. Kepala KPPT harus mampu memotivasi pegawainya 
untuk bekerja dengan kinerja yang tinggi, mampu berinovasi mencari cara 
agar pelayanan yang diberikan dapat memuaskan masyarakat. lmplementasi 
suatu kebijakan memer/ukan inovasi dari pe/aksana kebijakan sepanjang 
inovasi tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang -
undangan" 

Faktor disposisi ini merupakan sikap dari pelaksana kebijakan dalam 

melaksanakan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Para pegawai di Kantor 

Pelayanan Perzinan Terpadu yang merupakan pelaksana kebijakan 

berkeinginan dan berkecenderungan untuk mau dan terus 

mengimplementasikan kebijakan 1MB sesuai dengan Peraturan yang ada 

KPPT selaku penyelenggara pelayanan perizinan di Kabupaten 

Sumbawa Barat telah melakssanakan komitmen dan kemauannya untuk 

melaksanakan kebiajakan, seperti apa yang diuangkapkan oleh Kepala KPPT 
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"Selaku Aparatur Negara sebagai abdi masyarakat kami siap 
melaksanakan setiap kebijakan pemerintah, kami sangat mendukung 
kebijakan PPTSP kami berusaha memberikan pe/ayanan yang terbaik kepada 
masyarakat. Standar Pelayanan Minimal atau disebut juga Standar 
Operasional Prosedur (SOP) memberikan kepastian kepada masyarakat 
tentang prosedur, biaya dan waktu pelayanan ". 

d. Struktur Birokrasi 

Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan punya beban dan tanggung 

jawab yang berat, dalam hal ini pemerintah mempunyai perangkat-perangkat 

yang sering di sebut sebagai jajaran birokrasi yang tentunya mempunyai tugas 

dan fungsi yang berpegang teguh pada terwujudnya pencapaian tujuan yang 

berdasarkan peraturan-peraturan serta garis hirarki dari pimpinan tingkat atas. 

Sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat, peran aparatur pemerintah 

haruslah berfokus kepada pelayanan publik. Tingginya tuntutan masyarakat 

untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas semakin mendesak. 

Masyarakat menghendaki pelayanan yang cepat, akurat, dan biaya murah. 

Maka dari itu agar terciptanya suatu pelayanan yang maksimal diperlukan 

aparatur yang handal dengan pembagian tugas yang jelas serta tugas yang 

dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. 

Struktur birokrasi dapat menentukan keberhasilan maupun kegagalan 

implementasi kebijakan. Struktur birokrasi yang panjang akan menyulitkan 

arus informasi kepada pelaksana kebijakan sehingga dapat menyebabkan 

diskomunikasi, demikian pula sebaliknya. 

Terkait dengan struktur birokrasi, pembagian tugas dan kewenangan, 

Kepala KPPT, menjelaskan: 

"Pola hubungan kerja sama antar bagian atau seksi Ielah diJabarkan 
dalam uraian tugas pokok dan fungsi masing - masing, agar tidak terJadi 
benturan atau tumpang tindih tugas. Pembagian tugas ini tergambar pada 
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struktur birokrasi KPPT. keberhasilan maupun kegagalan suatu 
implementasi kebijakan dapat ditentukan salah satunya oleh struktur 
birokrasi. Struktur birokrasi yang panjang akan menyulitkan arus informasi 
kepada pelaksana kebijakan sehingga dapat menyebabkan lamban dan 
diskomunikasi, demikian pula sebaliknya, laporan kejadian pada tingkat 
bawah akan lama sampai kepada pimpinan, sehingga pengambilan kebijakan 
tidak dapat segera terlaksana pada saat kejadian, akibat mungkin akan 
terjadi pengaruh yang tidak baik secara meluas ... ". 

Struktur birokrasi sebagaimana dalam Bab IV Peraturan Daerah 

Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, 

Susunan, Kedi.tdukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah 

Kabupaten Sumbawa Barat, menyebutkan Kedudukan, Tugas Pokok dan 

Fungsi, Pasal 8 menyatakan (1). Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 

merupakan unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang 

pelayanan perijinan. (2). Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai 

tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan 

administrasi dibidang perijinan secara terpadu dengan menerapkan prinsip 

koordinasi, mintegrasi, sinkronisasi, simplifikasi dan keamanan. (3 ). Dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kantor Pelayanan 

Perijinan Terpadu menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut: 

a. Penyusunan program Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu. 

b. Penyelenggaraan perijinan. 

c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan. 

d. Pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan. 

e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perijinan. 

f. Pengelolaan urusan ketatausahaan kantor. 

Ayat (6) menyatakan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui 
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Sekretaris Daerah. Ayat (8) Bagan struktur orgarnsas1 Kantor Pelayanan 

Perijinan Terpadu. 

Pada Pasal 9 ayat (l). Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu terdiri dari 

Kepala Kantor, I (satu) Subbagian Tata Usaha, 2 (dua) Seksi, Tim Teknis dan 

Kelompok Jabatan Fungsional. Ayat (2). Susunan Organisasi Kantor 

Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai berikut: a. Kepala Kantor; b. Subbagian 

Tata Usaha; c. Seksi Perekonomoan dan Pembangunan; d. Seksi 

Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; e. Tim Teknis; f. Kelompok Jabatan 

Fungsional. 

Kepala Subbagian Tata Usaha KPPT, Bapak Agusman,S.Pt, menyatakan 

bahwa: 

"struktur organisasi yang panjang, akan terjadi arus informasi dan 
komunikasi yang panjang pula, sehingga dapat menyebabkan lamanya 
informasi sampai kepada pelaksana hingga menjadi hambatan 
penyelesaian izin. Struktur birokrasi dapat pula menjadi hambatan dalam 
implementasi karena bila struktur birokrasi tidak mampu melaksanakan 
tugas maka akan menjadi hambatan pada proses implementasi kebijakan" 

Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa: 

"Struktur birokrasi pada KPPT yaitu Kepala Kantor membawahi Kepala 
Subbagian Tala Usaha, Dua Kepala Seksi masing - masing membawahi 
beberapa staf dimana pembagian tugas pokok dan fongsi sudah jelas, 
arah informasi yang disampaikan atasan cukup pendek menyebabkan 
informasi dapat terlaksana dengan cepat, lancar dan efektif" 

Sehubungan dengan struktur birokrasi, berikut ini hasil wawancara 

dengan Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, Bapak 

Syaifullah,S.Pt.Msi, menyatakan bahwa: 

"Dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, 

Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa 

Barat sudah dinyatakan dengan jelas termasuk KPPT, tinggal pola kerja 
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birokrasi yang diterapkan dalam instansi 

mengimplementasikan kebifakan-kebifakan yang 

tersebut dalam 

ada termasuk 

pelayanan IMB, apakah informasi tentang pembagian tugas, siapa 

melakukan apa telah dikomunikasikan kepada para pihak secara baik?, 

karena hubungan kerfa yang baik dan harmonis dari para birokrasi 

menentukan keberhasilan pekerfaan" 

Selain beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi adapula 

faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan IMB 

a. Faktor Pendukung 

Pelaksanaan sebuah kebijakan akan berhasil hila didukung oleh banyak 

faktor, seperti peraturan pelaksanaan, petunjuk teknis maupun petunjuk 

pelaksanaan, standar operasional prosedur maupun keputusan - keputusan. 

Dsemikian pila dengan implementasi kebijakan pelayanan izin mendirikan 

bangunan pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sumbawa Barat. 

Berikut Hasil wawancara dengan Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa 

Barat, Bapak Syaifullah,S.Pt.Msi, menyatakan bahwa: 

"Untuk dapat mengimplementasikan suatu kebijakan publik secara efektif 

dan berhasil, perlu pemahaman tentang maksud, tufuan dan sasaran dari 

kebijakan tersebut, kemudian Pemerintah Daerah dan lembaga Legis/atif 

(DPRD) merespon dengan memberi dukungan berupa Rancangan 

Peraturan Daerah yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah dikafi dan 

dibahas bersama DPRD menfadi sebuah Peraturan Daerah (PERDA). 

Dengan Perda, kebijakan publik dapat segera diimplementasikan o/eh 

pe/aksana. Pada tingkat pelaksana, kebifakan harus segera ditransmisi 

keseluruh staf/fafaran agar pelaksanaannya sesuai dengan tufuan dari 

pembuat kebijakan. DPRD sangat mendukung kebijakan PPTSP maka 

lahirlah Perda tersebut didalamnya ada instansi teknis yang 

melaksanakan pelayanan perizinan " 
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Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat 

dalam menerima pelayanan publik, adanya batasan dan hubungan yang 

jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh 

pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, 

terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai 

dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta 

terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang­

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

Faktor-faktor pendukung dalam implementasi kebijakan 1MB adalah 

adanya: 

I) Faktor Internal, yaitu faktor yang mendukung imlementasi kebijakan 1MB 

yang berasal dari dalam KPPT, pertama, adanya Peraturan-peraturan. 

Peraturan Daerah (PERDA) No.5 Tahun 2012 Tentang Retribusi 1MB, 

Peraturan Bupati No.33 Tahun 2007 Tentang Pelimpahan Sebagian 

Kewenangan Perizinan kepada Kepala KPPT yang memberikan legalitas 

untuk berbuat secara sah. Adanya Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 

120 Tahun 2011 tentang Pembebasan dan Keringanan Retribusi lzin 

Mendirikan Bangunan. 

Kedua, Standar operasional prosedur (SOP) tertuang dalam Buku Pedoman 

penyelenggaraan pelayanan, yang jelas mengenai tatacara pelayanan, Ketiga, 

Sosialisasi \angsung maupun tidak langsung kepada sasaran kebijakan. 

Sosialisasi merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintahan khususnya 

oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) se\aku lembaga 

penye\enggara pelayanan 1MB dalam rangka memperkenalkan dan 

memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang arti dan pentingnya 

1MB. 
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Keempat, tersedianya sumberdaya- sumberdaya (staf,fasilitas, kewenangan) 

walaupun masih terbatas. Kelima, struktur birokrasi yakni hubungan hirarkis 

dalam SKPD dengan pembagian tugas dan kewajiban yang jelas, hubungan 

hirarkis yang cukup pendek membuka peluang komunikasi dan arus informasi 

be!jalan cepat dan tepat. 

2) Faktor Eksternal, faktor pendukung yang berasal dari luar KPPT, yaitu 

pertama, Koodinasi dari instansi terkait pelayanan IMB, terutama dukungan 

Tim Teknis yang berasal dari SKPD Teknis mempennudah terselenggara 

pelayanan sesuai dengan tugas - tugasnya, Kedua, dukungan dana dari 

Pemerintah Daerah, Ketiga, Komitmen dari Pemerintah Daerah (Bupati) dan 

Lembaga Legislatif (DPRD) 

Faktor Pengharnbat implemetasi: 

Menurut Ridwan (2009) ada beberapa harnbatan yang biasanya 

dikeluhkan oleh masyarakat yang ingin mengurus perizinan yaitu: Pertama, 

Biaya perizinan. Biaya pengurusan izin sangat memberatkan bagi pelaku 

usaha kecil. Besarnya biaya perizinan seringkali tidak transparan; Penyebab 

besarnya biaya disebabkan karena pemohon tidak mengetahui besar biaya 

resmi utuk pengurusan izin, dan karena adanya pungutan liar, Kedua, Waktu 

yang diperlukan mengurus izin relatif lama karena prosesnya yang berbelit­

belit; Tidak adanya kejelasan kapan izin diselesaikan; Proses perizinan 

tergantung pada pola birokrasi setempat, Ketiga, Persyaratan. Persyaratan 

yang ditetapkan seringkali sulit untuk diperoleh; Persyaratan yang diminta 

secara berulang-ulang untuk berbagai jenis izin. 
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Dalam kaitannya dengan pelayanan pemberian lzin Mendirikan 

bangunan (1MB), diharapkan praktek pelayanan perizinan tersebut dapat 

memenuhi tujuan yang telah ditetapkan terutama dalam hal penyederhanaan 

prosedur. Kepemiikan bangunan sering menjadi sengketa public yang 

berkepanjangan. Masalah tersebut muncul karena ketiadaan sertifikat izin 

mendirikan bangunan (1MB) karena sebagian masyarakat merasa prosedur 

perizinan cukup berbelit-belit serta ketiadaan biaya untuk mengurus izin 

tersebut.bagi masyarakat yang tidak manpu Keresahan itu sebenamya 

berujung pada kurangnya sosialisasi tentang 1MB, karena 1MB adalah 

merupakan alat pengendali pemanfaatan ruang serta berfungsi sebagai 

jaminan kepastian Hukum atas bangunan tersebut. 

Setiap pengakuan hak oleh seseorang terhadap suatu bangunan harus 

didasarkan oleh bukti yang kuat dan sah menurut hukum. Tanpa bukti tertulis, 

suatu pengakuan dihadapan hukum mengenai objek hukum tersebut menjadi 

tidak sah, Sehingga dengan adanya sertifikat 1MB akan memberikan 

kepastian dan jaminan hukum kepada masyarakat. 

Oleh sebab itu dalam kaitannya terhadap pelayanan perizinan khususnya 

lzin Mendirikan bangunan (1MB), pemerintah harus menetapkan standar 

pelayanan yang optimal antara lain aparatur pemerintah harus dapat 

meningkatkan pengetahuan dan profesionalitas, guna mengubah citra aparatur 

yang sebelurnnya di pandang lamban menjadi efisien dan efektif sesuai dalam 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

Pada dasarnya harapan masyarakat terhadap proses penzman tidak 

berbeda dengan harapan pemerintah, yakni sederhana, murah, adanya 

kepastian waktu, pelayanan yang berkualitas dan sah secara hukum. Dari sisi 
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masyarakat, murah berarti biaya yang wajar dan dapat di jangkau. Kepastian 

waktu merupakan elemen penting lainnya yang diharapkan masyarakat dari 

pemerintah. Kepastian tersebut menyangkut masalah larnanya waktu yang 

dibutuhkan untuk proses pengurusan serta kapan izin dapat dikeluarkan. 

Larnanya pengurusan izin seharusnya diketahui oleh para pemohon sehingga 

bermanfaat bagi proses perencanaan dan peljadwalan mereka , dan pemeritah 

sebagai penyedia pelayanan harus dapat memenubi kebutuban masyarakat. 

Beberapa faktor pengharnbat implementasi kebijakan pelayanan IMB di 

Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu: 

I) Jarak, Letak dan Kondisi Geografis 

Kabupaten Sumbawa Barat sebagai salah satu daerah dari sembilan 

kabupatenlkota yang berada pada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara 

Barat terletak di ujung barat Pulau Sumbawa pada posisi 116°42' sarnpai 

dengan 117°05' Bujur Timur dan 08°08' sarnpai dengan 09° 07' Lintang 

Selatan. 

Wilayah KSB yang cukup luas semula hanya lima kecarnatan, 

dengan perkembangan sosial ekonomi dan politik, maka Wilayah 

Administrasi Kabupaten Sumbawa Barat telah dimekarkan menjadi 8 

(delapan) Kecarnatan, yakni Kecarnatan Poto Tano dengan Luas 15,888 

ha yang terdiri dari 6 desa/desa persiapan, Kecarnatan Seteluk dengan 

luas wilayah 23.621 ha yang terdiri dari 7 desa, Kecarnatan Brang Rea 

dengan Luas mencapai 21.207 ha yang terdiri dari 4 desa, Kemudian 

Kecarnatan Brang Ene dengan luas wilayah 14.090 ha yang terdiri dari 5 

desa, Kecarnatan Taliwang sebagai Ibu Kota Kabupaten memiliki luas 

wilayah 37.593 ha yang terdiri dari 6 Kelurahan dan 7 desa, selanjutnya 
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Kecamatan Jereweh memiliki luas 26.019 ha yang terdiri dari 4 desa, 

Kecamatan Maluk dengan luas wilayah 9.242 ha yang terdiri dari 5 desa 

dan Kecamatan Sekongkang yang terletak di ujung Selatan Kab. 

Sumbawa Barat memiliki luas wilayah 37.242 ha yang terdiri dari 6 desa. 

Jarak Ibukota kabupaten dengan kecamatan cukup beragam, ada 

yang dekat adapula yang jauh. Demikian pula dengan kondisi jalan ada 

yang bagus, sedang tetapi ada yang parah, seperti jalan menuju ke 

Kecamatan Brang Rea. Hal ini akan menjadi penghambat bagi 

masyarakat untuk datang mengurus perizinan ke Kantor Pelayanan 

Perizinan Terpadu. 

Jarak pula yang menghambat aparatur untuk dapat segera melayani 

permohonan perizinan (IMB) karena keterbatasan sarana prasarana 

seperti belum adanya mobil operasional guna melaksanakan survey ke 

lokasi pemohon. 

Hubungan antara letak dan jarak kecamatan di seluruh wilayah 

kabupaten dengan ketidak tersediaan mobil operasional, maupun 

hubungan antara masyarakat di kecamatan dengan tempat pelayanan 

perizinan yang dianggap sebagai salah satu penghambat pelayanan, maka 

dapat dilihat dengan tabel jarak tempat layanan dengan masyarakat 

penerima layanan sebagai berikut: 
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Tabel4.6. Jarak lbukota Kabupaten dengan Kecamatan 

No. Nama Kecamatan Jarak Jarak Jarak dengan 
Terdekat(Km) Terjauh(Km) Ibukota kec. 

1. Tali wang 0 25 0 

2. Seteluk 8 30 20 

3. Poto Tano 35 40 30 

4. BrangEne 5 50 10 

5. Brang Rea 15 60 30 

6. Jereweh 25 40 25 

7. Ma\uk 40 so 40 

8. Sekongkang 50 80 50 

Sumber: Dmas Perhubungan Komumkas1 dan Injormas1 KSB 

2) Sosialisasi. 

Sosialisasi merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintahan 

khususnya oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) selaku 

lembaga penyelenggara pelayanan 1MB dalam rangka memperkenalkan 

dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang arti dan 

pentingnya perizinan untuk legalitas usaha dan non usaha (IMB). 

Sosialisasi yang dilaksanakan hanya satu kali setahun untuk setiap 

kecamatan sangat kurang dan tidak memadai dalam memberikan informasi 

seluas-luasnya kepada msyarakat, sehingga kebijakan PTSP khususnya 

1MB tidak tersosialisasi dengan baik. Pemasangan Baliho dinilai tidak 

efektifkarena hanya hubungan atau komunikasi satu arah. 
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3) Sumberdaya Staf/pegawai yang jumlahnya sangat kurang dapat menjadi 

penyebab terhambatnya implementasi perizinan. Disamping itu Aparatur 

KPPT kurang kreatif dalam mengembangkan potensi yang ada untuk 

mengembangkan strategi implementasi pelayanan IMB. Belum ada 

perubahan prilaku yang mendasar dari aparatur pelayanan untuk mengejar 

target dan sasaran, masih bekelja menyelesaikan pekeljaan rutin saja. 

Belum ada kemauan untuk berinovasi. 

Sumberdaya Fasilitas terutama sarana transportasi berupa mobil 

operasional belum ada, guna pelaksanaan survey lapangan ke lokasi 

pemohon. Kendaraan yang ada adalah Mobil Dinas satu ·unit untuk Kepala 

Kantor, sedangkan mobil dinas khusus untuk operasional pelayanan 

perizinan tidak ada. Apabila lokasi Survey jauh maka Petugas menyewa 

kendaraan, ini memerlukan biaya sewa dan BBM, hal ini dapat 

menghambat proses implementasi kebijakan. 

4) Tingkat kesadaran masyarakat masih rendah. Indikator rendahnya 

partisipasi masyarakat adalah jumlah penerbitan izin usaha maupun non 

usaha yang masih sedikit. Untuk perizinan IMB masih 3% dibandingkan 

potensi bangunan layak IMB. 

5) Kelengkapan persyaratan IMB yang cukup banyak menjadi hambatan bagi 

masyarakat untuk mengurus IMB. 

6) Mahalnya biaya yang harus dibayar oleh masyarakat tidak sebanding 

dengan manfaat yang diperoleh. 

7) Sanksi. Tidak ada sanksi bagi masyarakat yang tidak mengurus IMB. Dari 

seluruh Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang berkaitan 

dengan perizinan IMB, tidak mencantumkan sanksi bagi pemilik bangunan 
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yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan belum beriMB, sehingga 

upaya penertiban bangunan tidak dapat dilakukan. 

8) Penertiban bangunan. Tidak dapat melakukan penertiban pembangunan 

gedung, karena dasar hukum yang mendasari penertiban belum ada. 

B. PEMBAHASAN 

1. Proses Implementasi Kebijakan 1MB 

Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) 

merupakan suatu program pemerintah yang dilaksanakan secara terpadu yang 

melibatkan unsur pemerintah daerah, masyarakat dan pihak swasta dalam rangka 

mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan 

memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan 

menengah. Kebijakan PPTSP perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan 

pelayanan terpadu. Kebijakan PPTSP di Kabupaten Sumbawa Barat dapat 

diimplementasikan dengan terbentuknya KPPT dengan pemberian kewenangan 

melayani 12 jenis izin, salah satunya pelayanan IMB. 

Pada tingkat implementasi ditemui banyak permasalahan, hambatan yang 

dihadapi. Merujuk kepada pendapat George Edward III yang menegaskan bahwa 

masalah utama yang harus diperhatikan agar implemetasi kebijakan berjalan 

efektif adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. 

KPPT dalam melaksanakan pelayanan IMB melalui tahapan - tahapan, 

yaitu , pertama, proses sosialisasi baik internal maupun ekternal, kedua, proses 

pengoganisasian, ketiga, proses pelaksanaan pelayanan IMB. 

I) Proses sosialisasi 
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Tahapan sosialisasi adalah tahapan pemberian pemahaman kepada 

seluruh pegawai KPPT yaitu kepada kepala subseksi, kepala subbag TU, 

staf operasional tentang adanya kebijakan IMB, tatacaralprosedur 

pelayanan, tugas - tugas yang harus dilaksanakan dengan penjabaran atau 

uraian tugas masing-masing staf agar pelayanan IMB dapat dilaksanakan 

dengan cepat dan tepat sesuai dengan kaidah pelayanan prima. Sosialisasi 

ini dilaksanakan rapat - rapat internal Kepala Kantor dan staf pelayanan 

IMB. 

Sosialisasi dan koordinasi dengan Tim Teknis untuk mengetahui tugas 

masing - masing anggota tim juga koordinasi dilakukan setiap adanya 

permohonan IMB yang masuk, untuk membahas permasalahan yang 

berhubungan dengan permohonan. 

Sosialisi juga diberikan kepada masyarakat yaitu melalui sosialisasi 

langsung bertatapan muka dengan masyarakat yang dilakukan satu kali 

dalam setahun untuk setiap kecamatan. Penyampaian informasi ini untuk 

memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang legalitas usaha dan 

bangunan yang dimiliki, prosedur/tatacara pengurusannya. Selain itu 

dilakukan pula sosialisasi tidak langsung melalui Media cetak lokal, 

pemasangan baliho pada titik- titik yang strategis, pencetakan brosur. 

2) Proses pengorganisasian 

Proses pengorganisasian merupakan tahapan penetapan pelaksana 

kebijakan dengan struktur organisasi dan pembagian /uraian tugas pokok 

dan fungsi masing - masing unitlbagianlsubbagian. 
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Pembentukan KPPT sebagai pelaksana atau implementor pelayanan 

perizinan dan non perizinan mempunyai tugas pokok dan fungsi 

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang 

pelayanan perizinan dan non perizinan dengan uraian tugas dengan jelas 

diuraikan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 

Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan 

Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. 

Pasal 9: menyebutkan bahwa: ayat (I) Kantor Pelayanan Perijinan 

Terpadu terdiri dari Kepala Kantor, 1(satu) Subbagian Tata Usaha, 2(dua) 

Seksi, Tim Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional. Ayat (2) Susunan 

Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai berikut: (a) Kepala 

Kantor; (b) Subbagian Tata Usaha; (c) Seksi Perekonomoan dan 

Pembangunan; (d) Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; (e) Tim 

Teknis; dan (f) Kelompok Jabatan Fungsional. 

Tim Teknis sebagaiman dalam Pasal 9 (e), merupakan sebuah tim yang 

terdiri dari pejabat pada satuan kerja perangkat daerah yang langsung 

terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan perijinan. Tim tekhnis diangkat 

oleh Bupati Sumbawa Barat melalui Surat Keputusan Bupati Sumbawa 

Barat. Untuk tahun 2012 sebagaimana dalam Surat Keputusan Bupati 

Sumbawa Barat Nomor 50 Tahun 2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang 

Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan yang terdiri dari unsur dari 

beberapa SKPD. Khusus untuk pelayanan 1MB terlibat langsung Tim 

Teknis dari BAPPEDA, Dinas Pekerjaan Umum, Bagian Administrasi 

Setda. 
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Tugas Tim Teknis, yaitu pertama, melaksanakan pemeriksaan teknis di 

lapangan dan membuat Berita Acara pemeriksaan serta membuat analisis 

atau kajian sesuai bidangnya, kedua, memberikan pertimbangan teknis 

maupun administrasi kepada kepala KPPT untuk mengeluarkan izin atau 

ditolak, ketiga, membuat siteplan/lokasilgambar sesuai data yang ditemukan 

di lapangan. 

Dalam melaksanakan tugas - tugas tersebut Tim teknis teljun langsung 

kepada obyek yang dimohon perizinannya yaitu bangunan yang akan 

diterbitkankan IMBnya. Koordinasi dan keijasama anggota Tim Teknis 

menghasilkan kajian - kajian apakah bangunan tersebut memenuhi syarat 

atau tidak sebagai dasar penerbitan izin atau rekomendasi. 

3) Proses pelaksanaan 

Dalam tahapan pelaksanan pelayanan 1MB secara gans besar ada tujuh 

tahapan meliputi: 

b. Meja informasi, petugas memberikan informasi kepada pemohonan 

tentang persyaratan, tatacara pengisian formulir 

c. Loket 1MB. Persyaratan yang dibawa oleh pemohon diterima oleh 

petugas melalui Loket 1MB, Petugas langsung meneliti persyaratan, 

apabila lengkap dicatat dan diserahkan kepada Kasi Perekonomian dan 

Pembangunan, dan bila berkas belum lengkap diserahkan kembali kepada 

pemohon untuk dilengkapi persyaratannya. 

d. Proses 1MB. Kasi Perekonomian dan Pembangunan meneliti kembali 

berkas permohonan memberi paraf dan mengusulkan kepada Kepala 

KPPT. Atas usulan tersebut Kepala KPPT memberikan disposisi kepada 

107 

16/41800.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Kasi Perekonomian dan Pembangunan untuk proses dan tindaklanjut 

berupa undangan kepada Tim Teknis untuk melakukan pembahasan 

e. Survey Lapangan. Atas undangan Kepala KPPT, Tim Teknis bersama­

sama dengan KPPT melakukan Survey ke obyek yang dimohon 1MB. 

Tim Teknis membuat laporan Hasil survey lapangan sebagai pedoman 

apakah memenuhi syarat atau tidak. Apabila hasil survey menyatakan 

sesuai dengan yang dipersyaratkan maka permohonan akan diproses, 

apabila tidak memenuhi syarat, maka KPPT akan menyurati Pemohon 

bahwa permohonannya ditolak dengan menyebutkan alasannya. 

f. Penerbitan lzin. Pada tahapan ini seluruh persyaratan telah terpenuhi. 

Petugas akan mencetak 1MB, Membuat Surat Ketetapan Retribusi Daerah 

(SKRD), Surat Tanda Setor (STS) dan Kwitansi Penerimaan Retribusi. 

g. Penerimaan Retribusi dan penyerahan lzin. Petugas pada loket ini 

merupakan Bendahara Penerimaan yang diangkat dengan SK Bupati, 

menerima uang sebagai pembayaran Retribusi sejumlah yang tertera pada 

SKRD/STS!Kwitansi, dan menyerahkan Surat IMB. Dalam waktu 

lx24jam Petugas menyetorkan ke Kas Daerah melalui Bank NTB 

Cabang Tali wang. 

h. Pelaporan. Petugas mencatat 1MB yang telah terbit meliputi: Nomor 

1MB, tanggal permohonan, tanggal penerbitan, nama pemohon, obyek 

IMB/Lokasi, Luas dan guna bangunan, besar retribusi. Petugas membuat 

laporan secara berkala (bulanan, triwulan, tahunan) kepada Sekretaris 

Daerah melalui Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset 

Kabupaten Sumbawa Barat. 
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Selain melakukan tugas pelaporan, Petugas juga mengarsipkan seluruh 

dokumen perizinan. 

2. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kabijakan 1MB 

Pembahasan tentang komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur 

birokrasi, yang ditemui dalam penelitian implementasi IMB sebagai berikut: 

a. Komunikasi 

Komunikasi merupakan faktor yang sangat penting karena komunikasi 

berkaitan dengan penyampaian informasi, ide, keterampilan, peraturan dan 

lain-lain dengan menggunakan sarana tertentu kepada pihak yang berhak 

menerimanya. Implementasi kebijakan akan beijalan efektif bila mereka yang 

melaksanakan keputusan mengetahui apa yang harus mereka lakukan. 

Komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh pelaksana. 

Komunikasi merupakan tolak ukur seberapa jauh kebijakan dalam bentuk 

suatu peraturan telah disampaikan secara jelas dengan interprestasi yang sama 

dan dapat dilakukan secara konsisten dengan aparat pelaksana peraturan 

terse but. 

Menurut Edward III ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam proses 

komunikasi kebijakan yaitu: 

Pertama, Transmisi Komunikasi. Persyaratan pertama bagi implementasi 

kebijakan adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus 

mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Kebijakan Penyelenggaraan 

Pelayanan Perijinan Satu Pintu (PTSP) oleh Pemerintah Pusat sebagaimana 

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 
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telah disosialisasikan dan disampaikan kepada seluruh Pemerintah Daerah. Di 

Kabupaten Sumbawa Barat dengan terbitnya Peraturan Daerah tentang 

Pembentukan lnstansi teknis yang menangani perijinan yaitu Kantor 

Pelayanan Perijinan Terpadu. 

Keputusan kebijakan pelayanan khususnya pelayanan izin Mendirikan 

Bangunan (1MB) pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu telah 

sosialisasikan dan disampaikan untuk dilaksanakan kepada seluruh staf yang 

menangani 1MB sesuai dengan pentunjuk peraturan - perundang-undangan. 

Pimpinan telah melakukan pembagian tugas pokok dan fungsi personil yang 

sangat jelas agar apa yang menjadi tugas, kewajiban dapat dijalankan dengan 

benar dan dapat dipertanggungjawabkan melalui laporan. 

Komunikasi yang akurat dan dimengerti dengan cermat oleh para 

pelaksana akan berdampak pada kemudahan pada tingkat pelaksana untuk 

dapat melaksanakan tugas dengan baik dan tepat, efektif dan efisien untuk 

keberhasilan implementasi kebijakan. 

Kedua, Kejelasan Komunikasi. Adanya Buku Panduan pelayanan dan 

Standar Operasional Prosesur (SOP) yang diterbitkan setiap tahun, yang 

disesuaikan denngan peraturan perundang-undangan terbaru, sebagai 

pedoman dan acuan bagi pelaksana pelayanan 1MB. Petunjuk pelaksana 

tersebut sudah jelas tentang syarat - syarat, kelengkapan, biaya retribusi, 

waktu penyelesaiannya, dasar hukumnya. 

Ketiga, Konsistensi Komunikasi. Konsistensi disini mengandung 

pengertian bahwa implementasi kebijakan akan betjalan efektif apabila 

perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Konsistensi ini terkait dengan 
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sikap, persepsi dan respon dari aparat pelaksana dalarn memaharni secara 

jelas dan benar terhadap pedoman yang dilaksanakan. 

Komunikasi kepada masyarakat luas telah dilakukan oleh KPPT. Setiap 

tahunnya KPPT melaksanakan sosialisasi langsung kepada masyarakat di 

setiap kecarnatan, memberikan informasi seluas - luasnya Komunikasi tidak 

langsung juga dilakukan melalui pemasangan baliho ditempat - tempat yang 

strategis, pembagian cuma - cuma buku pedoman pelayanan perijinan, 

melalui webset KSB. 

Hasil observasi atau pengarnatan lapangan ke Kantor Pelayanan Perijinan 

Terpadu (KPPT) selaku pelaksana pelayanan IMB, bahwa yang terlibat dalarn 

proses pemberian informasi dan pelayanan IMB adalah unsur pimpinan yaitu 

Kepala Kantor, dibantu oleh Kepala - Kepala Seksi dan staf lainnya, serta 

didukung oleh Tim Teknis. Dalarn melaksanakan pelayanan Ijin mendirikan 

Bangunan (IMB) pada KPPT, para pelaksana pelayanan telah melaksanakan 

dengan baik dan selalu berpedoman pada aturan berlaku. 

Hasil wawancara dengan masyarakat tentang implementasi kebijakan 

IMB, bahwa pemaharnan masyarakat tentang manfaat, tatacara pengurusan 

dan prosedurnya masih kurang dimengerti bahkan tidak mengetahuinya. Hal 

ini menunjukkan bahwa proses komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat 

bel urn berhasil, sehingga masyarakat kurang merespon adanya KPPT sebagai 

pelaksana layanan IMB. 

Kritik yang paling mencuat dan menonjol adalah dalarn pelaksanaan 

pelayanan IMB adalah tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan 

yang berkualitas semakin mendesak. Masyarakat menghendaki pelayanan 

yang cepat, akurat, dan biaya murah, mudah dan tidak berbelit - belit. 
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mengutamakan basil yang optimal terutama pelayanan yang sifatnya 

aministratif. Sedangkan yang dikeluhkan adalah persyaratan kelengkapan 

yang banyak dan pengurusannya memerlukan waktu yang cukup serta biaya 

yang mahal, seperti mengharuskan adanya sertifikat tanah atau surat tanda 

kepemilikan tanah , membuat gambar disertai RAB oleh konsultan yang 

biayanya mahal, pembayaran pajak galian C juga mahal. 

Hal penting lainnya yang masuk kedalam komunikasi adalah Koordinasi. 

Koordinasi (coordination) dalam penyelenggaraan suatu sistem administrasi 

merupakan salah satu tahapan kerja yang sangat penting untuk dilaksanakan. 

Kepentingan ini timbul dari kenyataan bahwa pengorganisasian suatu 

pekerjaan itu terdiri atas sejumlah unit kerja yang masing-masing unit 

mempunyai karakter, tugas dan fungsi yang berbeda; namun keseluruhan unit 

kerja harus terarah kepada suatu tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian, 

koordinasi dapat dipandang sebagai salah satu bagian perekat, penyelaras, 

atau pemaduan pelaksanaan kerja dari masing-masing unit kerja sehingga 

menjadi satu kesatuan mekanisme kerja yang kompak dan terarah kepada 

suatu tujuan serta target yang ditetapkan sebelurnnya. 

Disamping itu melalui koordinasi, berbagai masalah dan kendala 

administrasi serta teknis operasional dapat diidentifikasi, dan kemudian dapat 

dirumuskan solusinya. Artinya, di dalam pelaksanaan koordinasi itu dapat 

dibahas berbagai hal yang terkait atau dibutuhkan untuk memperlancar dan 

atau mengoptimalisasikan teknis pelaksanaan suatu rangkaian pekerjaan. Jadi, 

hakikat tujuan pengkoordinasian adalah memperjelas, memadukan, 

menyelaraskan, dan menyeimbangkan keseluruban bagian atau unit kerja 
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hingga menjadi kesatuan proses kelja yang produktif, efektif dan efisien, 

menurut kebijakan-kebijakan yang mendasari pekeljaan tersebut. 

Apabila hakikat koordinasi yang demikian itu dapat ditampilkan dan 

kemudian dikembangkan secara konsepsional, niscaya prestasi-prestasi kelja 

pada masing-masing unit kelja akan dapat berkembang. Dan sebaliknya, 

banyak kasus menunjukan babwa lemabnya pelaksanaan koordinasi 

mengakibatkan proses penyelesaian suatu pekeljaan menjadi tidak efektif dan 

tidak efisien. Pasalnya, setiap unit kelja mempunyai kaitan fungsional dan 

atau membutuhkan dukungan fungsional dari unit kelja yang terkait. Keadaan 

ini tidak hanya berlaku di dalam suatu instansi atau perusabaan (terutama 

instansi, perusabaan besar); tetapi berlaku juga diantara instansi-instansi atau 

perusabaan-perusabaan yang saling berkaitan, karena adanya hubungan kerja 

atau hubungan kepentingan. Sebagai contoh, untuk memutuskan bisa atau 

tidak bisa permohonan lzin Mendirikan Bangunan (1MB) diluluskan, Kantor 

Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sumbawa Barat perlu mengadakan 

koordinasi dengan instansi terkait. Jika koordinasi ini tidak dilakukan, maka 

kemungkinan yang timbul adalab tidak sesuainya jenis 1MB yang diberikan 

dengan peruntukan kawasan yang menjadi lokasi bangunan akan didirikan. 

Kalau hal ini sampai teljadi, maka konsekuensi logisnya adalab pemberian 

1MB dibatalkan/ditolak. 

Berkaitan dengan koordinasi terkait 1MB, Kepala Satuan Polisi Pamong 

Praja, Bapak Agus Hadnan,S.Pd, menyatakan babwa: 

"Berkaitan dengan Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja adalah 
penegak Peraturan Daerah, apabi/a terjadi pe/anggaran terhadap Perda 
itulah tugas Satpo/ PP untuk melakukan proses sesuai dengan aturan yang 
berlaku. Regulasi khusus berkaitan /MB memang belum /exspisialis artinya 
bahwa belum ada kewenangan dari Satpol PP untuk melakukan suatu 
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tindakan atau penertiban terhadap bangunan belum IMB atau bangunan 
yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan. Koordinasi dengan instansi 
teknis seperti KPPT, BAPPEDA sangat kurang. 

Kendalanya adalah Daerah kesulitan lahan untuk menempatkan lokasi­
lokasi khusus perdagangan, pemukiman, industri dll, bangunan sudah 
permanen sebelum aturan lahir, jadi sangat dilematis untuk melakukan 
tindakan penertiban bangunan, peraturan RTRW Kabupaten Sumbawa Barat 
mengalami perubahan, disamping itu yang paling dominan adalah tidak ada 
pemahaman masyarakat terhadap aturan (Perda) terutama IMB. 

Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum 
pada Bagian Keenam: Tertib Bangunan, Pasal 20 ayat (1) Setiap orang atau 
badan dilarang mendirikan bangunan pada daerah garis sepadan jalan, 
sepadan sungai danlatau sepadan danaullebo. Dan Pasal 21: Pelanggaran 
terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, dapat dilakukan 
pembongkaran apabila setelah dilakukan teguran secara tertulis sebanyak 
3(tiga) kali dan dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja masih tidak 
diindahkan. 

Dalam Perda hanya menyebutkan dilarang mendirikan bangunan pada 
daerah garis sepadan jalan, sepadan sungai danlatau sepadan danaullebo, 
tidak disebutkan bahwa bangunan harus memiliki 1MB.Jadi perlu ada 
regulasi khusus dan lebih rinci tentang hal terse but". 

Dengan demikian jelaslah bahwa tanpa pelaksanaan koordinasi yang 

aktif dan efektif, maka kemungkinan besar yang terjadi adalah bahwa teknis 

pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja yang tercakup dalam 

suatu sistem pengorganisasian menjadi tidak lancar, kurang efektif, dan 

mungkin sulit mencapai target kerja yang ditetapkan. Lebih luas lagi, bisa 

saJa lemahnya koordinasi diantara instansi-instansi yang berkaitan 

mengakibatkan timbul dampak yang luas dan merugikan banyak pihak. 

Dalam konteks itu, pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Perizinan di 

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sumbawa Barat, terutama 

dalam pelayanan 1MB tentu tidak luput dari pentingnya kegiatan koordinasi, 

baik ditingkat administrasi maupun di tingkat operasional, termasuk 

koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait. Terlebih dalam menghadapi 
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pesatnya pembangunan sarana fisik untuk keperluan industrialisasi, pusat 

perdagangan dan pemukiman, maka mau tidak mau, suka tidak suka Bagian 

Perizinan di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sumbawa Barat 

dituntut untuk meningkatkan efektivitas pelayanannya, kbususnya dalam 

pelayanan 1MB. 

Dengan demikian, pelaksanaan koordinasi dengan tujuan untuk 

memperjelas, memadukan, menyelaraskan, menyeimbangkan serta 

mengoptimalisasikan pekeijaan yang melibatkan sejumlah unit keija, mutlak 

harus dilakukan oleh di Kantor Pelayanart Perijinan Terpadu Kabupaten 

Sumbawa Barat dalam meningkatkan efektivitas keija pegawai. 

b. Sumberdaya 

Sumberdaya merupakan hal penting dalam pelaksanaan implementasi 

kebijakan. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana 

sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan. Sumberdaya menurut 

Edward III, yaitu pertama, Staj!pegawai (street-level bureaucrats), kedua, 

!nformasi, ketiga, Wewenang, dan keempat, Fasilitas-fasilitas. 

Pembahasan mengenai keempat faktor sumberdaya yang mempengaruhi 

implementasi kebijakan adalah sebagai berikut: 

I) Staf 

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau 

pegawai (street-level bureaucrats). Sumberdaya manusia yang tersedia 

pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) masih sangat kurang. 

PNS saja ada 8(delapan) orang, sedangkan minimal PNS yang harus 

dimiliki dalam melaksanakan pelayanan minimal 15(1imabelas) orang. 
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Khusus untuk pelayanan IMB, personil yang terlibat adalah, Kepala 

Kantor (PNS), Kepala Seksi Perekonomian Pembangunan (PNS), 

Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat (PNS), satu orang staf pada 

loket informasi (NonPNS), satu orang staf pada loket penerimaan 

permohonan (NonPNS), satu orang staf operator komputer (NonPNS), 

satu orang staf pada loket penerimaan retribusi IMB (PNS), serta Tim 

Teknis IMB yang berasal dari SKPD Teknis yaitu unsur Dinas Pekeijaan 

Umum, BAPPEDA, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dan unsur dari 

Satpol PP. 

Untuk mengatasi kekurangan sumberdaya manusia, maka BK Diklat 

selaku leding sektor sumberdaya manusia menempatkan tenaga Non PNS 

yang membantu lancarnya pelaksanaan pelayanan. 

Sumberdaya manusia yang jumlahnya sedikit ini, tidak cukup untuk 

mendukung program 1MB, karena peran sumberdaya manusia akan lebih 

banyak memberikan nilai tambah bagi organisasi agar lebih efektif dan 

kompetitif melalui peningkatan produktifitas dan komitmen. 

Kegagalan yang sering teijadi dalam implementasi kebijakan, salah­

satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, 

mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penarnbahan 

jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan 

implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan 

keahlian dan kemampuan yang dip komunikasi, sumberdaya, disposisi 

dan struktur birokrasi erlukan (kompeten dan profesional) dalam 

mengimplementasikan kebijakan. 

2) Informasi 
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lnformasi pada dewasa ini sudah merupakan sebuah kebutuhan 

penting yang harus dipenuhi setiap manusia. Dengan informasi manusia 

dapat menentukan apa yang akan dilaksanakan dengan benar untuk 

mencapai sebuah keinginan atau tujuannya. Sebaliknya informasi akan 

menyesatkan hila diterima tidak jelas sehingga dilaksanakan tidak sesuai 

dengan isi informasi. 

Sambutan Bupati Sumbawa Barat pada peluncuran Buku Sumbawa 

Barat Dalam Angka Tahun 2012, menyatakan bahwa: 

"Kebutuhan akan iriformasi dalam dunia modern saat ini semakin 
penting karena informasi menjadi kebutuhan bagi semua kalangan. 
Semakin besar akses informasi semakin besar pula peluang untuk 
mengembangkan diri. Pengembangan diri tidak saja dipengaruhi oleh 
faktor informasi saja tetapi juga oleh proses informasi, produk dan 
penyebaran informasi kepada stakeholder baik internal maupun 
eksterna/" 

Dari apa yang disampaikan oleh Bupati Sumbawa Barat di atas, 

bahwa kebutuhan akan informasi menjadi peluang untuk 

mengembangkan diri dalam mengambil sebuah kebijakan yang tepat bagi 

para birokrat. Kebijakan yang ditetapkan tersebut merupakan suatu 

informasi yang harus disampaikan pula kepada para pihak 

berkepentingan. Penekanannya adalah proses informasi tersebut apakah 

sampai kepada implementor secara baik atau sebaliknya. 

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk 

yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan 

kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para 

pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah 

ditetapkan. 

117 

16/41800.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Informasi tentang cara melaksanakan kebijakan PTSP pada KPPT 

termasuk kebijakan IMB, telah disebarluaskan dengan melaksanakan 

sosialisasi ke seluruh wilayah kabupaten. Informasi langsung 

dilaksanakan tatap muka langsung dengan masyarakat, memberikan 

kejelasan tentang prosedur dan tata cara mengurus suatu perijinan dan 

non perijinan terutama kepada pelaku usaha untuk mengurus izin 

usahanya, juga kepada pemilik bangunan permanen layak IMB untuk 

segera berpartisipasi memiliki IMB. 

Targetnya adalah agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui 

adanya PTSP oleh KPPT selaku implementor di Kabupaten Sumbawa 

Barat dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sasaran adalah 

seluruh masyarakat. 

Informasi mengenai kepatuhan para pelaksana kebijakan pelayanan 

IMB, melalui peraturan - peraturan tentang tugas pokok, fungsi dan 

kewenangan, kewajiban dan tanggungjawab masing - masing pegawai 

KPPT untuk melaksanakan pelayanan, juga berpedoman kepada standar 

operasional pelayanan (SOP). 

3) Wewenang 

pelaksana demi Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi 

para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara 

politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di 

mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan 

implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika 

wewenang formal tersedia, maka sering teij adi kesalahan dalam melihat 
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efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan 

diperlukan dalam implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas 

akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh 

parakepentingannya sendiri atau kelompoknya. 

Kewenangan yang dimiliki oleh Kantor Pelayanan Perijinan 

Terpadu (KPPT) telah bersifat formal sehingga perintah dapat 

dilaksanakan secara efektif. Dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 18 

Tahun 2007 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Perijinan 

kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) merupakan 

otoritas dan memberikan kekuatan kepada KPPT untuk melaksanakan 

implementasi kebijakan perijinan. Atas dasar tersebut KPPT selaku 

implementor perijinan dapat melaksanakan pelayanan perijinan. Masing 

- masmg perizinan yang dilaksanakan dipayungi oleh Peraturan 

Daerah sebagai dasar hukum. Adanya Undang - Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang berlaku sejak 

tahun 2011 memberikan kejelasan tentang retribusi daerah yang dapat 

dipungut melalui Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sesuai dengan 

kewenangannya. 

4) Fasi1itas 

Pertama, Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam 

implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang 

mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas 

pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut 

tidak akan berhasil. 
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Hasil temuan lapangan tentang fasilitas sarana prasara yang ada 

pada KPPT khususnya yang menangani atau pelayanan izin mendirikan 

bangunan (IMB) masih sangat kekurangan, pertarna, pada alat 

transportasi mengingat jauhnya jarak wilayah daerah atau pelanggan 

dengan pusat layanan, sehingga sering teJjadi penundaan waktu yang 

menyebabkan keterlambatan kedua, pada perangkat pendukung proses 

administrasi seperti komputer dan printer yang masih minim. Peralatan 

yang tersedia dipergunakan untuk jenis perizinan dengan operator yang 

sam a. 

Kedua, Fasilitas Anggaran. Sumberdaya anggaran juga merupakan 

hal yang penting dalam mencapai keberhasilan implementasi kebijakan 

IMB. 

Dampak dari kekurangan sumberdaya manusialpegawai (street-level 

bureaucrats), /nformasi , Wewenang, dan Fasilitas-fasilitas maka 

perrcepatan pemenuhan target IMB pada KPPT belum dapat diwujudkan 

secara optimal, apalagi sasaran IMB berada pada seluruh wilayah 

Kabupaten Sumbawa Barat yang cukup jauh dari pusat layanan. 

Sasaran kebijakan IMB yakni masyarakat yang berada jauh dari 

pusat layanan memerlukan sumberdaya manusia, anggaran dan peralatan 

yang cukup besar. Keterbatasan ini menyebabkan kebijakan IMB 

menghadapi hambatan dalam pencapaiannya Secara operasional 

pelaksanaan kebijakan IMB beJjalan dengan baik, namun hasilnya bel urn 

cukup efektif dalam meningkatkan jumlah penerbitan IMB maupun 

jumlah retribusi IMB. 

Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) menyatakan bahwa: 
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"posisi penerbitan IMB dari sejak berdirinya KPPT Tahun 2007 

sampai dengan akhir tahun 2012 ini terus meningkat, namun 

peningkatannya belum memenuhi harapan.karena bangunan yang telah 

memiliki IMB baru mencapai 3% dari keseluruhan bangunan layak IMB 

yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat" 

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat berperan 

aktif dalam pembangunan melalui kepemilikan 1MB masih rendah, 

karena komunikasi melalui sosialisasi dalam berbagai cara yang 

dilakukan oleh KPPT belum efektif, sehingga informasi tidak sampai 

pada selurub masyarakat. 

c. Disposisi 

F aktor disposisi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dari kalangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sangat kuat. Kebijakan PTSP 

mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah maupun Legislatif. Dengan 

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Susunan, 

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 

Sumbawa Barat, bahwa Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) 

diberikan kewenangan dibidang pelayanan perizinan. Peraturan Bupati 

Sumbawa Barat Nomor 33 Tahun 2006, diubah dengan Peraturan Bupati 

Sumbawa Barati no. IS Tahun 2007 tentang Pelmpahan sebagian Kewenangan 

Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT), merupakan 

dukungan yang kuat dari Pemerintah Daerah dan DPRD. 

Dukungan dan kemauan yang sunggub - sunggub dari Pemerintah Daerah 

dan Lembaga Legislatif tersebut untuk mengimplementasikan kebijakan dari 

pemerintah pusat, sehingga tujuan kebijakan dapat dicapai. Sikap para pelaku 
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kebijakan (implementors) diwujudkan melalui pemahaman terhadap maksud 

dan tujuan kebijakan. Mempunyai motivasi dan kemauan yang kuat dalam 

pelaksanaannya untuk mencapai sasaran dan target yang ditetapkan. 

Edward III menegaskan bahwa disposisi pada tingkat pelaksana 

kebijakan akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan kebijakan. 

Ketersediaan sumberdaya saja tidak mencukupi apabila tidak didukung oleh 

kemauan para implementor untuk melaksanakan kebijakan. 

Ketersediaan sumberdaya yang terbatas dapat disikapi dengan baik oleh 

Kepala KPPT beserta staf dalam pelayanan, yaitu meningkatkan komitmen 

semua yang terlibat untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal. 

d. Struktur Birokrasi 

Birokrasi merupakan salah satu unsur dalam implementasi kebijakan. 

Menurut Edward III, ada 2 karakteistik utama dalam birokrasi yaitu prosedur 

keija baku atau standar operating procedure (SOP) dan fragmentasi. Standard 

operating procedure berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu 

yang terbatas dan sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk 

keseragaman dalam bekeijanya organisasi yang komplek dan tersebar 

luas. Standar prosedur operasional sebagai pedoman yang memudahkan dan 

menyeragarnkan tindakan para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan 

tugas dan fungsi, oleh karena itu standar prosedur operasional harus jelas baik 

menyangkut mekanisme, sistem prosedur pelaksanaan kebijakan, juga 

pembagian tugas, kewenangan dan tanggungjawab serta hubungan yang baik 

antar bagian atau antar seksi serta koordinasi dengan tim teknis sehingga 

pelaksanaan dan tujuan kebijkan dapat tercapai. 
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Karakteristik yang kedua adalah fragmentasi yaitu penyebaran 

tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas yang melibatkan unit diluar 

organisasi tanpa adanya tumpang tindih dengan tetap mencakup pembagian 

tugas secara menyeluruh dalam melaksanakan suatu kebijakan. 

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh KPPT sebagai implementor 

kebijakan pelayanan 1MB, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk 

turut serta dalam pembangunan melalui kepemilikan 1MB. Dilihat dari 

besamya retribusi 1MB dibandingkan retribusi izin lainya, maka kebij akan 

1MB harus dijadikan program prioritas atau program unggulan. 

a. Faktor Pendukung 

Secara perlahan kebijakan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan 

kebijakan 1MB pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu telah diketahui 

dan diterima oleh masyarakat di kabupaten Sumbawa Barat. Peraturan 

Daerah, Peraturan dan Keputusan Bupati sebagai payung hukum 

pelasanaan kebijakan PTSP di daerah telah ditetapkan dan disosialisasikan 

kepada masyarakat luas. 

Sosialisasi langsung maupun tidak langsung merupakan sarana bagi 

KPPT untuk berkomunikasi dengan masyarakat menyampaikan informasi 

secara jelas dan tranparan mengenai tatacara, prosedur, syarat, biaya dan 

waktu penyelesaian perizinan. 

Struktur birokrasi yang jelas tentang tugas dan fungsi masmg -

masing pegawai KPPT, siapa menegeljakan apa akan memudahkan 

dalam pemberian pelayanan, karena para pelaku kebijakan mengetahui dan 

memaharni maksud, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh kebijakan 

tersebut. 
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Dalam pelaksanaan implementasi tidak lepas dari dukungan sarana 

prasarana dan anggaran. Pemerintah Daerah melalui DPA KPPT 

disediakan sejumlah anggaran untuk melaksanakan kebijakan pelayanan 

perizinan dan pemenuhan fasilitas kantor yang walaupun dukungan sarana 

prasara dan anggaran tersebut masih sangat minim, namun kemauan dan 

motivasi yang kuat dari para pelaku kebijakan, mampu melaksanakan 

dengan memberdayakan sumberdaya - sumberdaya yang ada. 

Selain faktor tersebut diatas, berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa 

Barat Nomor 18 Tahun 2007 tentang Tentang Pelimpahan Sebagian 

Kewenangan Bidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu 

Kabupaten Sumbawa Barat sebagai salah satu bentuk pelayanan publik 

dengan penerapan sistem pelayanan perizinan satu pintu sehingga dapat 

memangkas sistem birokrasi dalam meningkat pelayanan kepada 

masyarakat yang cepat, tepat, mudah, efektif dan efisien. Adanya 

Peraturan Bupati Sumbawa Barat No.l20 Tahun 2011 tentang Pembebasan 

dan Keringanan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. 

b. Faktor Penghambat 

Faktor penghambat dari pelaksanaan kebijakan 1MB adalah belum ada 

perubahan prilaku, motivasi dari para pelaksana untuk melakukan 

perubahan dalam meningkatkan pelayanan. Belum mampu membuat 

terobosan yang membangkitkan gairah dan peran serta masyarakat 

sehingga mau mengurus IMB dengan cara- cara yang dimudahkan. 

Hambatan yang sering dikeluhkan oleh masyarakat yang ingin 

mengurus perizinan IMB yaitu: 
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1). Biaya perizinan: Sesuai Peraturan Daerah Sumbawa Barat Nomor II 

Tahun 2010 tentang Retribusi lzin Mendirikan Bangunan ditetapkan 

tarif dasar sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah). Perhitungan 

retribusinya dapat dihitung dengan rumus perkalian luas lantai 

bangunan, tinggi bangunan dan peruntukan bangunan. 

Besamya biaya 1MB, terletak pada pengurusan dan pembuatan 

Gambar Bangunan oleh Konsultanl ahli gambar yang meliputi gambar 

bangunann dan rencana anggaran biaya (RAB) yang mahal; Penyebab 

besamya biaya karena gambar bangunan dan RAB memerlukan 

kemampuan teknis, maka Konsultan dapat menetapkan harga yang 

tinggi. Besamya pajak Galian C yang hams dibayar masyarakat yang 

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. 

2). Waktu yang diperlukan mengurus izin relatif lama karena prosesnya 

yang membutuhkan koordinasi dengan instansi lain. 

3). Persyaratan, kelengkapan bahan yang ditetapkan seringkali banyak dan 

sulit untuk diperoleh; 

4). Di lapangan, banyak ditemui bangunan belum memiliki 1MB. Hal ini 

disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut: 

Pertama, dari Implementor: 

- Masih kurangnya Sumberdaya Manusia (SDM) atau tenagalpetugas 

yang melayanai lzin Membangun Bangunan (1MB) 

- Masih menggunakan pola manual dalam pengajuan dan pengisian 

balanko/form permohonan lzin Membangun Bangunan (1MB). 

- Terbatasnya anggaran dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat. 
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- Koordinasi dengan SKPD terkait belum optimal. Dengan Satuan 

Polisi Pamong Praja selaku penegak Peraturan Daerah belum dapat 

melaksanakan penertiban bagi pembangunan gedung baru terhadap 

kesesuaian guna lokasi dan guna bangunan. 

- Belurn ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang sanksi bagi 

pemilik bangunan yang tidak memenuhi aturan. 

Kedua, dari Masyarakat 

Tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap 

kepedulian dalam mengurus IMB. Padahal telah diketahui oleh 

masyarakat bahwa telah ada Peraturan Bupati Sumbawa Barat 

Nomor 120 Tahun 2011 tentang Pembebasan dan Keringanan 

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. 

Kurangnya informasi di masyarakat mengenai lzin Membangun 

Bangunan (1MB), sehingga tidak memanfaatkan peluang yang ada. 

3. Dampak Kebijakan PPTSP terhadap Pelayanan IMB 

Kebijakan PPTSP pasti mempengaruhi sistem pelayanan perizinan, semula 

perizinan melalui semua instansi sesuai tugas dan kewenangannya, sekarang 

me1alui satu pintu yakni KPPT sebagai pintu masuk pelayanan perizinan dan non 

perizinan dimana dari permohonan, proses dan terbitnya legalitas perizinan 

melalui KPPT. 

Dampak kebijakan PPTSP terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan 

dan non perizinan adalah: 

Pertama, Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, merupakan perubahan 
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paradigma pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dimana kebijakan 

PPTSP dasar terbentuknya sebuah instansi khusus pelayanan perizinan/non 

perizinan dengan tujuan percepatan dan kemudahan memperoleh penzman 

untuk meningkatkan iklim investasi dan perekonomian masyarakat. 

Kedua: Kebijakan PPTSP mengbaruskan semua palayanan perizinan dan 

Non perizinan melalui KPPT. Namun sampai dengan akhir tahun 2013 belum 

ada penambahan pelimpaban kewenangan perizinan dari Bupati Sumbawa Barat 

kepada KPPT. Hanya ada 12 jenis perizinan saja yang dilayani, sementara ada 

lebih dari 80 jenis perizinan masih ditangani dan menjadi kewenangan 

instansi/SKPD. Hal ini berarti babwa apa yang diamanatkan dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tabun 2006 tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum terealisasi sepenuhnya dan belum 

berdampak secara signifikan terhadap pelayanan perizinan secara keseluruhan. 

Ketiga, Khusus pelayanan IMB, masyarakat masih dihadapkan kepada 

pelayanan antar instansi, karena pengurusan IMB masih melibatkan beberapa 

instansi. Hal ini berarti babwa pelayanan PPTSP pada satu tempat yaitu KPPT 

belum dapat terlaksana secara penuh. Disatu sisi adanya KPPT sebagai 

pembantu pemerintah dengan tugas pemberian kemudaban dalam pelayanan 

perizinan, mulai tahun pendirian KPPT adanya peningkatan permohonan dan 

jumlab IMB yang terbit, disisi lain KPPT belum dapat melaksanakan pelayanan 

secara optimal. 

Keempat, perkembangan pendapatan retribusi pada seluruh jenis perizinan 

tiga tahun terakhir secara umum ada penurunan pendapatan. Hal ini disebabkan 

pemberlakuan Undang - Undang Nomor 28 Tabun 2009 tentang Pajak dan 

Retribusi Daerab. Beberapa jenis izin dibebaskan dari pungutan retribusi daerab. 
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Jadi retribusi dari beberapa jenis izin tidak dapat dipungut lagi. Jenis izin yang 

masih bisa dipungut berdasarkan undang - uandang tersebut adalah Retribusi 

1MB, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Tempat Usaha (Situ!HO). 

Namun pendapatan retribusi 1MB terlihat ada peningkatan. Target yang 

ditetapkan Pemerintah Daerah terus ditingkatkan, seiring pula dengan 

peningkatan retribusi 1MB yang di terima. 

Tabel.4.7. Target, Realisasi Retribusi dan Realisasi 1MB 

Tahun Target Retribusi Realisasi Jumlah 1MB Persentasi 

2010 63.500.000 60.968.750 94 96,1% 

2011 75.000.000 76.456.250 110 110% 

2012 100.000.000 14 7.881.250 121 147% 

Sumber: Laporan Keuangan KPPT 

Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dari pos retribusi, target 

tahun 2011 sebesar Rp.1.411.990.000,00 terea1isasi sebesar Rp. 924.036.412,00 

Tahun 2012 target penerimaan retribusi ada1ah sebesar Rp. 1.528.800.000,00. 

Terealisasi sebesar Rp. 1.112.692.250,00. artinya bahwa dalam dua tahun 

terakhir penerimaan daerah dari pos retribusi daerah tidak mencapai target. 

Penerimaan dari retribusi 1MB Tahun 2011 terealisasi sebesar 

Rp.76.456.250,00.atau sebesar 8,27% dari keseluruhan penerimaan retribusi 

daerah. Untuk tahun 2012, 1MB terealisasdi sebesar Rp.l47.881.250,00. atau 

13,29% dari seluruh penerimaan retribusi daerah. 

Penerimaan Daerah dari Pos Retribusi Daerah dapat dilihat pada Tabel.4.9 

dan Tabel.4.10: tentang Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten 

Sumbawa Barat Tahun 2011 dan 2012 sebagai berikut: 
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Tabel.4.9. Realisasi Penerimaan Retribusi Daehah Kab.Sumbawa Barat 

Tabun 2011 

URAIAN Anggaranffarget Realisasi 

POS RETRIBUSI DAERAH 1.411.990.000,- 924.036.412,-
Retribusi Jasa Umum 
Penggantian Biaya KTP dan Akta 21.603.000,- 22.094.000,-
Catatan Sipil 
Pelayanan Parkir ditepi jalan umum 18.500.000,- 17.626.000,-

Pelayanan Pasar 500.000.000,- 185.476.000,-

Pengujian Kendaraan Bermotor 18.000.000,- 28.085.000,-

Pelayanan Kesebatan Temak 99.500.000,- 107.043.500,-

Retribusi Jasa Usaha 197.780.000,- 221.024.002,-
Pemakaian Kekayaan Daerah 
Terminal 22.500.000,- 47.114.000,-

Rumah Potong Hewan 30.000.000,- 27.720.000,-

Retribusi Perizina Tertentu 75.000.000,- 76.456.250,-
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 
Izin Trayek 5.000.000,- 900.000,-

Izin Angkutan Kendaraan Bermotor 0,- 750.000,-

Izin Usaha Pariwisata 40.000.000,- 3.300.000,-

Izin Usaha Petemakan dan Pemotongan 10.000.000,- 1.500.000,-
Hewan 
Izin Usaha Tempat Usaha (HO) 84.307.000,- 151.515.000,-

Izin J asa Konstruksi 20.000.000,- 1.100.000,-

lzin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan 100.000.000,- 2.500.000,-

Izin Tanda Daftar Gudang 1.500.000,- 300.000,-

Izin Tanda Daftar Perusahaan 15.000.000,- 1.500.000,-

Izin Rekomendasi PPTKIS 3.500.000,- 200.000,-

Izin Usaha Penyedia Jasa Pekeijaan 3.000.000,- 300.000,-

Sumber: DPPKD KSB 2011 
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Tabel.4.10. Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kab.Sumbawa Barat 

Tahun 2012 

URAIAN Anggaranffarget Realisasi 

POS RETRIBUSI DAERAH 1.528.800.000,- 1.112.692.250,-
Retribusi Jasa Umum 
Pelayanan Parkir ditepi jalan urn urn 18.500.000,- 13.906 .. 000,-

Pelayanan Pasar 500.000.000,- 238.420.000,-

Pengujian Kendaraan Bermotor 20.000.000,- 38.760.000,-

Retribusi Jasa Usaha 170.000.000,- 211.181.000,-
Jasa Jembatan Timbang 
Penyewaan Pemakaian Alat Berat 50.000.000,- 75.870.000,-

Penyewaan Perahu Kaca 4.500.000,- 2.400.000,-

Terminal 50.000.000,- 42.755.000,-

Rumah Potong Hewan 71.000.000,- 27.560.000,-

Retribusi Perizina Tertentu I 00.000.000,- 147.881.250,-
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 
Izin Trayek 29.000.000,- 12.810.000,-

Izin Usaha Perikanan 54.000.000,- 19.525.000,-

Izin Usaha Tempat Usaha (HO) 135.000.000,- 127.804.000,-

Izin J asa Konstruksi 0,- 0,-

Izin Usaha Perdagangan 0,- 0,-

Izin Usaha Penyedia Jasa Pekeijaan 0,- 0,-

Izin Tanda Daftar Perusahaan 0,- 0,-

lzin Rekomendasi PPTKIS 0,- 0,-

Izin Operasi Angkutan Khusus 0,- 0,-

Izin Angkutan Kendaraan Bermotor 0,- 0,-

Sumber: DPPKD KSB 2012 
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A. Simpulan 

BABV 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan yang telah dikemukakan, dan sesuai 

dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian, dapat dikemukakan simpulan 

bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada 

kasus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten 

Sumbawa Barat, belum dapat dilaksanakan dengan semestinya yaitu masih 

melibatkan berbagai instansi dan hasil tidak maksimal, permasalahan dan hambatan 

yang ditemui sebagai berikut: 

I. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui 

adanya kebijakan PPTSP dan belum memahami tatacara prosedur pengurusan 

IMB. 

2. Petugas layanan atau sumber daya manus1a belum memadai baik seg1 

kwalitasnya maupun jumlalmya sehingga sulit melaksanakan pelayanan yang 

maksimal. 

3. Pemerintah Daerah dan DPRD belum sepenuhnya memberikan dukungan 

kepada KPPT untuk melaksanakan PPTSP. Pelayanan perizinan masih dilayani 

di instansi lainnya. 

4. Koordinasi dengan lnstansi terkait belum dilakukan secara maksimal sehingga 

bel urn dapat dilakukan pendataan, pengendalian dan penertiban bangunan. 

5. Dampak kebijakan PPTSP terhadap pelayanan IMB adalah: 

a Belum dapat melaksanakan proses pelayanan IMB secara satu pintu, karena 

masih melibatkan Instansi lain. 
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b. Dalam rangka tertib penyelenggaraan pendirian bangunan yang sesuai 

dengan tata ruang, rencana pemanfaatan ruang dan kawasan wilayah 

Kabupaten!Kota, belum dapat dilakukan pengendalian terhadap 

pembangunan yang sesuai dengan lokasi dan peruntukannya melalui izin 

mendirikan bangunan. 

c. Belum mampu memaksimalkan pendapatan daerah dari retribusi IMB, 

karena pelayanan satu pintu belum sepenuhnya dapat dilakukan. 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan, dapat dikemukakan saran sebagai bentuk rekomendasi 

yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka implementasi 

kebijakan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada kasus ljin Mendirikan 

Bangunan (IMB) pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Sumbawa Barat 

sebagai berikut: 

I. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengurusan IMB, perlu 

diintensifkan sosialisasi baik langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi tidak 

langsung KPPT harus segera membuat wibside khusus Pelayanan Perizinan, 

yang memuat tatacara prosedur pelayanan, format-format sehingga masyarakat 

dapat mengakses melalui wibside tersebut dari manapun tanpa harus ke KPPT. 

2. Kwalitas Sumber Daya Manusia harus mendapat perhatian untuk mencapai 

pelayanan prima, perlu diberikan pendidikan dan pelatihan serta studi banding 

ke Penyelenggara PTSP yang lebih maju dan berhasil. 

3. Pemerintah Daerah dan DPRD harus mendukung KPPT agar dapat 

melaksanakan kebijakan PPTSP secara penuh dengan memberikan kewenangan 

pelayanan terhadap semuajenis perizinan. 
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4. Perbaikan mekanisme monitoring dan evaluasi harus dilakukan, termasuk 

didalamnya sistem pendataan, mekanisme pelayanan, dan koordinasi yang 

melibatkan Satuan Ketja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk melaksanakan 

penertiban bangunan yang tidak sesuai Rencana Tata Ruang dan belum memiliki 

IMB. 

5. Pemberian penghargaanfreward kepada SKPD atas kineija tinggi dalam 

penyelenggaraan pelayanan dengan standar yang jelas, transparan, konsisten 

dan akuntabel dan sanksi bagi Pejabat maupun staf yang melakukan pelanggaran 

dalam pelayanan kepada masyarakat, seperti melakukan pungutan diluar 

ketentuan yang berlaku. 
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PEDOMAN WA WANCARA 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 
PENYELENGGARAANPELAYANANTERPADUSATUPINTU 

STUDI KASUS IJIN MENDIRIKAN BANG UN AN 
PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 

DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT 

I. PEMBUAT ATAU PENGAMBIL KEBIJAKAN 

I. Apakah Kepala Daerah selaku pembuat kebijakan sudah memberikan 

informasi yang jelas mengenai sasaran dan tujuan kebijakan Pelayanan 

Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) terkait dengan 1MB? Jika sudah, 

jelaskan melalui apa informasi-informasi terse but diberikan. 

2. Apakah Kepala Daerah sudah memberikan penjelasan dalam bentuk Petunjuk 

Pelaksanaan (Juklak) dan/atau petunjuk teknis (Juknis) atau pedoman lainnya 

terkait dengan perijinan IMB? Jika sudah, bagaimana kejelasan Juknis dan 

Juklak tersebut. 

3. Apakah anda memiliki komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan 

kebijakan PPTSP kbusunya IMB? Jika ya, jelaskan dengan komitmen tersebut 

ditunjukan. 

4. Apakah Kepala Daerah dan DPRD selaku pembuat kebijakan sudah 

memberikan dukungan penub terhadap penyelenggaraan PPTSP di KSB. 

5. Apakah sudah ada aturan yang jelas mengenai wewenang dan tanggungjawab 

dari masing-masing pelaksana kebijakan PPTSP terkait 1MB? 

II. PELAKSANA PELA Y ANAN PERIJINAN (IMPLEMENTOR) 

PADAKPPT 

I. Apakah Kepala KPPT sudah memberikan informasi yang jelas mengenai 

sasaran dan tujuan kebijakan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) 
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terkait dengan IMB? Jika sudah, jelaskan melalui apa informasi-informasi 

tersebut diberikan. 

2. Apakah Kepala KPPT sudah memberikan penjelasan dalam bentuk Petunjuk 

Pelaksanaan (Juklak) dan/atau petunjuk teknis (Juknis) atau pedoman lainnya 

terkait dengan perijinan IMB? Jika sudah, bagaimana kejelasan Juknis dan 

J uklak terse but. 

3. Bagaimana koordinasi antar bagian atau antar seksi terkait dengan 

pelaksanaan kebijakan IMB di KPPT? Apakah sudah sating mendukung dan 

sudah beijalan dengan baik? 

4. Apakah SDM pelaksana kebijakan PPTSP pada Kantor Perizinan Terpadu 

KSB terkait pelayanan perijinan IMB secara kuantitas sudah mencukupi? 

5. Apakah SDM pelaksana kebijakan PPTSP pada Kantor Perizinan Terpadu 

KSB terkait pelayanan perijinan IMB secara kualitas sudah memadai? Jika 

belumjelaskan dimana kelemahannya. 

6. Bagaimana dengan kondisi finansial untuk pelaksanaan kebijakan PPTSP 

pada Kantor Perizinan Terpadu di KSB? Apakah jumlahnya sudah mencukupi 

dan darimana alokasi anggaran tersebut diperoleh? 

7. Bagaimana dengan kondisi antara sarana dan prasarana untuk menunJang 

pelaksanaan PPTSP pada Kantor Perijinan Terpadu di KSB ? Jika belum 

memadai, jelaskan sarana dan prasarana apa saja yang masih dirasa kurang? 

8. Bagaimana tanggapan Anda dengan adanya kebijakan PPTSP khususnya 

pelayanan perizinan IMB? Apakah Anda mendukung sepenuhnya? Jika 

mendukung berikan alasan-alasannya. 

9. Bagaimana pemahaman Anda secara umum mengenai kebijakan PPTP dan 

Pelayanan penJman IMB yang menjadi tugas Anda untuk 
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mengimplementasikannya? Jika belum paham, sebutkan hal-hal apa saja yang 

Anda belum pahami? 

10. Apakah anda memiliki komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan 

kebijakan PPTSP khusunya IMB? Jika ya, jelaskan dengan komitmen tersebut 

ditunjukan. 

III. KELOMPOK SASARAN (SKPD YANG TERLIBAT DALAM PROSES 

PELA Y ANAN IMB): 

I. Apakah Kepala Daerah selaku pembuat kebijakan sudah memberikan 

informasi yang jelas mengenai sasaran dan tujuan kebijakan Pelayanan 

Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) terkait dengan IMB? Jika sudah, 

jelaskan melalui apa informasi-informasi tersebut diberikan. 

2. Apakah Kepala Daerah sudah memberikan penjelasan dalam bentuk Petunjuk 

Pelaksanaan (Juklak) danlatau petunjuk teknis (Juknis) atau pedoman lainnya 

terkait dengan perijinan IMB? Jika sudah, bagaimana kejelasan Juknis dan 

Juklak tersebut. 

3. Bagaimana tanggapan Anda dengan adanya kebijakan PPTSP khususnya 

pelayanan perizinan IMB? Apakah Anda mendukung sepenuhnya? Jika 

mendukung berikan alasan-alasannya. 

4. Bagaimana pemahaman Anda secara umum mengenai kebijakan PPTSP? 

terkait dengan cukup banyaknya instansi yang terlibat dalam proses IMB? 

5. Bagaimana kooordinasi Anda terhadap kebijakan PPTSP khusunya IMB? 

j elaskan bentuk koordinasi terse but. 

6. Apakah sudah ada aturan yang jelas mengenai wewenang dan tanggungjawab 

dari masing-masing pelaksana SKPD terkait kebijakan PPTSP khususnya 
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IMB? Jika sudah ada, jelaskan apakah pelaksanaannya sudah sesuai aturan 

yang ada. 

IV. KELOMPOK SASARAN: MASYARAKAT YANG TELAH DAN BELUM 

MENERIMA PELA Y ANAN IMB Dl KPPT 

I. Apakah Anda surah mengurus Izin Mendirikan Bangunan?Jika belum 

mengapa? Berikan alasannya. 

2. Apakah SKPD yaitu KPPT Sumbawa Barat sudah memberikan informasi yang 

jelas mengenai sasaran dan tujuan kebijakan IMB? Jika sudah, jelaskan melalui 

apa informasi-informasi tersebut diberikan. 

3. Apakah SKPD di Kab.Sumbawa Barat sudah memberikan penjelasan dalam 

bentuk Petunjuk Teknis (Juknis) atau Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) mengenai 

apa-apa yang harus dilakukan oleh Pelaksana pelayanan IMB? Jika sudah, 

bagaimana kejelasan Juknis dan Juklak tersebut. 

4. Bagaimana koordinasi antar instansi atau antar bagian atau antar seksi terkait 

dengan pelaksanaan kebijakan IMB di Kab.Sumbawa Barat? Apakah sudah 

sating mendukung dan sudah beijalan dengan baik? 
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TRANSKRIP WA WANCARA 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN 
PELA Y ANAN TERP ADU SATU PINTU 

STUDI KASUS IJIN MENDIRIKAN BANG UN AN 
P ADA KANTOR PELA Y ANAN PERIZINAN TERP ADU 

Dl KABUPATEN SUMBA WA BARAT 

Nama Implementor: Muhammad Yakub,S.Sos 

Jabatan : Kepala KPPT Kab.Sumbawa Barat 

Alamat : KPPT 

Hari/T anggal : Kamis, I Nopember 2012 

I. Peneliti: Bagaimana pemahaman Anda secara umum mengenai kebijakan 

PPTSP dan Pelayanan perijinan 1MB yang menjadi tugas Anda untuk 

mengimplementasikannya? 

Implementor: Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah 

kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses 

pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sarnpai ke tahap terbitnya 

dokumen perizinan dilakukan dalam satu tempat. Tugas Pemerintah Daerah 

melalui KPPT adalah memberikan layanan dan meningkatkan kualitas 

layanan itu sendiri dengan memberikan akses yang lebih luas kepada 

masyarakat untuk memperoleh hak - hak pelayanan publik. Sasarannya 

adalah terwujudnya pelayanan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti 

dan terjangkau. 

2. Peneliti: Apakah Kepala KPPT sudah memberikan informasi yang jelas 

mengenai sasaran dan tujuan kebijakan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu 

Pintu (PPTSP) terkait dengan IMB? Jika sudah, jelaskan melalui apa 

informasi-informasi terse but diberikan. 

Implementor: Untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, baik kebijakan 

pusat maupun kebijakan daerah, sangat diperlukan kegiatan sosialisasi, baik 

secara langsung maupun tidak langsung, agar pelaksanaan kebijakan 

pelayanan publik ini diketahui secara !uas oleh masyarakat. Tujuannya adalah 

masyarakat mengetahui bahwa di Kabupaten Sumbawa Barat telah ada 

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) yang senantiasa melayanani 
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kebutuhan pelayanan perizinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang 

ada. Masyarakat perlu memahami tentang penting adanya legalitas perizinan 

atas semua usaha maupun non usaha, termasuk didalamnya izin mendirikan 

bangunan (IMB). Sosialisasi ini kami laksanakan dalam upaya meningkatkan 

peran serta masyarakat dalam meningkatkan perekonomian melalui legalitas 

usahanya. 

3. Peneliti: Apakah Kepala KPPT sudah memberikan penjelasan dalam bentuk 

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan!atau petunjuk teknis (Juknis) atau 

pedoman lainnya terkait dengan perijinan IMB? Jika sudah, bagaimana 

kejelasan Juknis dan Juklak tersebut. 

Implementor: dalam setiap rapat staf KPPT yang kami laksanakan setiap 

awal bulan, dan saat - saat tertentu bila diperlukan, selalu saya tegaskan 

bahwa fungsi kita selaku aparatur negara adalah pelayan masyarakat, maka 

tugas kita adalah melayani masyarakat sebaik-baiknya, dalam arti bahwa kita 

melayani dengan sopan, ramah dan sesuai dengan prosedur yang telah 

ditetapkan dalam Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk Pelaksdanaa 

(Juklak). 

4. Peneliti: Bagaimana koordinasi antar bagian atau antar seksi terkait dengan 

pelaksanaan kebijakan 1MB di KPPT? Apakah sudah saling mendukung dan 

sudah berjalan dengan baik? 

Implementor: Staf pelayanan harus memahami benar fungsi dan tugas 

masing - masing, tidak ada tumpang tindih tugas sehingga apa yang mereka 

lakukan lebih efektif dan dapat meminimalisir kesalahan - kesalahan dalam 

memberi pelayanan. Saya juga tegaskan bahwa tidak boleh menerima apapun 

secara tidak wajar. Koordinasi dengan Tim Teknis yaitu sebelum melakukan 

survey Tim Teknis melakukan rapat, kepada Tim Tekhnis juga saya 

kemukakan bahwa dalam melaksanakan kunjungan lapangan atau survey ke 

lokasi pemohon, dalam pemberian rekomenmdasi harus benar - benar 

memenuhi syarat - syarat sesuai dengan peraturan perundangan yang telah 

ditetapkan, agar dikemudian hari kelak tidak teJjadi hal - hal yang tidak 

diinginkan 
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5. Peneliti: Apakah SDM pelaksana kebijakan PPTSP pada Kantor Perizinan 

Terpadu KSB terkait pelayanan perijinan 1MB secara kualitas dan kuantitas 

sudah mencukupi? Jika bel urn dimana kelemahannya? 

Implementor: jumlah sumber daya manusia (SDM) pada KPPT jauh dari 

mencukupi untuk mencapai sebuah pelayanan yang maksimal, 8 PNS yang 

ada sudah memiliki tugas dan fungsinya masing - masing, sehingga khusus 

pada pelayanan hanya ada seorang PNS saja yaitu yang bertugas sebagai 

bendahara penerima retribusi, untuk petugas pelayanan kami dibantu oleh 

tenaga non PNS atau tenaga kontrak, yang kwalifikasinya belum memtenuhi 

kualias standar pelayanan karena hanya memiliki pendidikan menengah 

umum. Sedangkan Tim Teknis IMB berada pada Instansi terkait. 

6. Peneliti: Bagaimana dengan kondisi finansial untuk pelaksanaan kebijakan 

PPTSP pada Kantor Perizinan Terpadu di KSB? Apakah jumlahnya sudah 

mencukupi dan darimana alokasi anggaran tersebut diperoleh? 

Implementor: Sejumlah dana telah dialokasikan oleh Pemerintah Daerah 

melalui DPA masing-masing SKPD, termasuk KPPT. Dalam DPA ada 

belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Kegiatan Sosialisasi yang 

kami anggap penting, tahun 2010 hanya 5,39% dari seluruh anggaran, tahun 

2011 tidak ada sosialisasi, tahun 2012, hanya 8,47% untk kegiatan sosialisasi. 

Selebihnya untuk bayar Gaji PNS, Honorarium Pegawai Tidak Tetap, belanja 

rutin kantor, Belanja Modal dan fasilitas lainnya Hal ini sangat kekurangan 

dana untuk mensosialisasikan sebuah kebijakan. 

7. Peneliti: Bagaimana dengan kondisi antara sarana dan prasarana untuk 

menunjang pelaksanaan PPTSP pada Kantor Perijinan Terpadu di KSB ? Jika 

belum memadai, jelaskan sarana dan prasarana apa saja yang masih dirasa 

kurang? 

Implementor: fasilitas yang ada pada KPPT belum memadai tetapi masih 

ada beberapa yang dirasakan masih sangat kurang dalam mendukung tugas 

pelayanan, yang menjadi kendala adalah kekuranmgan Fasilitasd Komputer 

dan Printer, belum tersedia mobil operasional yang digunakan untuk survey 

ke lokasi yang cukup jauh dari kantor pelayanan, seperti ke Kecamatan 

Maluk, Sekongkang, Brang Rea dan Pototano, solusinya adalah 

menggunakan mobil dinas kepala kantor apabila sedang tidak digunakan. 
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Apabila mobil dinasnya dipakai keluar daerah, maka menunggu saja atau 

menyewa kendaraan lain. 

8. Peneliti: Apakah anda mendukung dan memiliki komitmen yang kuat untuk 

mengimplementasikan kebijakan PPTSP khusunya IMB? Jika ya, jelaskan 

dengan komitmen tersebut ditunjukan. 

Implementor: Selaku Aparatur Negara sebagai abdi masyarakat kami siap 

melaksanakan setiap kebijakan pemerintah, kami sangat mendukung 

kebijakan PPTSP kami berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada 

masyarakat. Standar Pelayanan Minimal atau disebut juga Standar 

Operasional Prosedur (SOP) memberikan kepastian kepada masyarakat 

tentang prosedur, biaya dan waktu pelayanan. 

9. Peneliti: Apakah pola-pola hubungan keija antar bagian dalam organisasi 

teijalin dengan baik, sehingga tidak mengakibatkan benturan tugas? 

Implementor: Pola hubungan keija sama antar bagian atau seksi telah 

dijabarkan dalam uraian tugas pokok dan fungsi masing- masing, agar tidak 

teijadi benturan atau tum pang tindih tugas. Demikian juga dengan Tim 

Teknis sudah jelas tentang tugasd- tugasnya. 

10. Peneliti: Apakah sudah ada aturan yang jelas mengenai wewenang dan 

tanggungjawab dari masing-masing pelaksana kebijakan PPTSP terkait IMB? 

Jika sudah ada, jelaskan apakah pelaksanaannya sudah sesuai aturan yang 

ada. 

Implementor: keberhasilan maupun kegagalan suatu implementasi kebijakan 

dapat ditentukan salah satunya oleh struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang 

panjang akan menyulitkan arus informasi kepada pelaksana kebijakan 

sehingga dapat menyebabkan diskomunikasi, demikian pula sebaliknya, 

laporan kejadian pada tingkat bawah akan lama sampai kepada pimpinan, 

sehingga pengambilan kebijakan tidak dapat segera terlaksana pada saat 

kejadian, akibat mungkin akan teijadi pengaruh yang tidak baik secara 

meluas. 
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II. Peneliti: Bagaimana transparansi pelaksanaan perijinan IMB? Apakah ada 

laporan-laporan periodik untuk mempertanggungjawabkannya? Jika ada, 

dalam bentuk apa laporan-laporan tersebut dibuat? 

Implementor: semua penerimaan retribusi dilaporkan kepada Pemerintah 

Daerah setiap bulan, dan laporan Tahunan, baik dari jumlah izin yang terbit 

maupun jumlah relialisasi retribusi. 
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TRANSKRIP WA WANCARA 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

STUD I KASUS IJIN MENDIRIKAN BANG UN AN 
PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 

DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT 

Nama Implementor : Firmansyah ,S.IP 

Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat 

Alamat : KPPT 

Hari/T anggal : Senin, 22 Oktober 2012 

1. Peneliti: Apakah KPPT Surnbawa Barat sudah memberikan informasi 

yang jelas mengenai sasaran dan tujuan kebijakan IMB? Jika sudah, jelaskan 

melalui apa informasi-informasi tersebut diberikan. 

Implementor: Sebagai pelaksanan pelayanan tentu kami telah melakukan 

sosialisasi, Kegiatan sosialisasi yang telah kami laksanakan untuk seluruh 

jenis perijinan.adalah sosialisasi langsung kepada masyarakat di setiap 

kecamatan satu kali dalam satu tahun, untuk izin mendirikan bangunan (IMB) 

secara khusus belurn dilaksanakan, sosialisasinya sudah inklud dalam 

sosialisasi tersebut, untuk sosialisasi secara tidak langsung kami telah 

mencetak dan mengedarkan buku-buku panduan atau pedoman pelayanan 

juga memasang baliho pada 8 titik yang cukup strategis dapat dilihat oleh 

masyarakat. Pada beberapa baliho tersebut tertulis "SUDAHKAH RUMAH 

ANDA BER-IMB?" hal ini untuk menggugah dan mengingatkan 

masyarakat untuk segera mengurus IMBnya ...... ". 

2. Peneliti: Apakah Kantor Perijinan Terpadyu KSB memiliki Standar Operasional 

Prosedur (SOP) yang jelas? Jika ada, apakah setiap pelaksana kebijakan sudah 

memahami dan melaksanakannya sesuai dengan prosedur yang ada? 

Implementor : Sudah ada Standar Operasional Prosedur (SOP), dengan jelas 

menyebutkan tatacara pelayanan, tugas pokok dan fungsi masing-masing, sehingga 

para staf dapat melaksanakan tugas dengan baik. 
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3. Peneliti : Apakah KPPT Kab.Sumbawa Barat sudah rnernberikan penjelasan 

dalarn bentuk Petunjuk Teknis (Juknis) atau Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) 

rnengenai apa-apa yang harus dilakukan oleh Pelaksana pelayanan IMB? Jika 

sudah, bagairnana kejelasan Juknis dan Juklak tersebut. 

Implementor: Dalarn buku petunjuk tersebut sudah jelas disebutkan tatacara 

dan prosedur pengurusannya untuk seluruh jenis perizinan, ada 12 jenis 

perizinan yangh dilayani, ada tatacara, prosedur dan persyaratannya. 

4. Peneliti: Bagairnana koordinasi an tar instansi atau antar bagian atau antar 

seksi terkait dengan pelaksanaan kebijakan IMB di Kab.Sumbawa Barat? 

Apakah sudah saling mendukung dan sudah betjalan dengan baik? 

Implementor : Dalarn proses pelayanan IMB, ada Tim Teknis yang 

rnembantu KPPT, dari unsur SKPD Teknis seperti Bappeda, Dinas Peketjaan 

Urn urn. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

STUDI KASUS IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN 
PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 

DI KABUPATEN SUMBA W A BARA T 

Nama Implementor : Agusman,S.Pt 

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaba KPPT Kab.Sumbawa Barat 

Alamat : KPPT 

Hari/T anggal : Senin, 22 Oktober 2012 

1. Peneliti: Bagaimana pemabaman Anda secara umum mengenai kebijakan 

PPTSP dan Pelayanan perijinan IMB yang menjadi tugas Anda untuk 

mengimplementasikannya? 

Implementor: Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalab 

kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses 

pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sarnpai ke tabap terbitnya 

dokumen perizinan dilakukan dalam satu tempat. 

2. Peneliti: Apakab Kepala KPPT sudab memberikan informasi yang jelas 

mengenai sasaran dan tujuan kebijakan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu 

Pintu (PPTSP) terkait dengan IMB? Jika sudab, jelaskan melalui apa 

informasi-informasi tersebut diberikan. 

Implementor: Ada rapat staf yang dilakukan secara berkala pada awal bulan 

yang melibatkan selurub staf. Pimpinan memberikan araban dan diskusi 

tentang pelaksanaan tugas dan tanggungjawab masing-masing staf, 

memberikan solusi hila ada permasalaban. 

3. Peneliti: Bagaimana koordinasi antar bagian atau antar seksi terkait dengan 

pelaksanaan kebijakan IMB di KPPT? Apakab sudab saling mendukung dan 

sudab beij alan dengan baik? 

Implementor: Untuk pelayanan perizinan dilakukan oleh dua Seksi lainnya, 

sedangkan Sub Bagian Tata Usaba dengan tugas melayani seksi- seksi yang 

lainnya dalam hal administrasi umum perkantoran, meliputi surat - menyurat, 

laporan kegiatan, keuangan yang mendukung pelaksanaan pelayanan 

penzman. 
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4. Peneliti: Apakah SDM pelaksana kebijakan PPTSP pada Kantor Perizinan 

Terpadu KSB terkait pelayanan perijinan IMB secara kualitas dan kuantitas 

sudab mencukupi? Jika belum dimana kelemabannya? 

Implementor: untuk semua PNS yang ada, tugas dan tanggung jawabnya 

sudab jelas. Untuk pegawai Non PNS tugasnya juga telab terbagi. Khusus 

untuk petugas pelayanan IMB kami memberdayakan dan mengoptimalkan 

tenaga Non PNS (Pegawai Kontrak Daerab) yang ada walaupun diketabui 

dari segi pendidikan masih rata-rata dari SMA dan kualitasnyapun masih 

rendab. 

5. Peneliti: Bagaimana dengan kondisi finansial untuk pelaksanaan kebijakan 

PPTSP pada Kantor Perizinan Terpadu di KSB? Apakab jumlahnya sudab 

mencukupi dan darimana alokasi anggaran tersebut diperoleh? 

Implementor: Dalam DPA, dana tersebut didominasi untuk bayar Gaji PNS, 

Honorarium Pegawai Tidak Tetap, belanja rutin kantor, Belanja Modal dan 

fasilitas lainnya, serta belanja perjalanan dinas. Hal ini sangat kekurangan 

dana untuk melaksanakan sosialisasikan perizinan. Selama ini sosialisasi 

untuk seluruh perizinan, jadi tidak dikhususkan untuk sosialisasi IMB. 

6. Peneliti: Bagaimana dengan kondisi antara sarana dan prasarana untuk 

menunjang pelaksanaan PPTSP pada KPPT di KSB ? Jika belum memadai, 

jelaskan sarana dan prasarana apa saja yang masih dirasa kurang? 

Implementor: masih kekurangan Komputer dan Printer, yang ada dipakai 

bersama untuk seluruh ijin, laporan dan operatom pelayanan, sehingga dalam 

memberikan pelayanan ada hambatan, juga belum tersedia mobil operasional 

yang digunakan untuk survey ke lokasi yang cukup jauh dari kantor 

pelayanan, seperti ke Kecamatan Maluk, Sekongkang, Brang Rea dan 

Pototano, solusinya adalab menyewa kendaraan lain, akibatnya adalab harus 

keluar dana untuk sewa mobil. 

7. Peneliti: Apakab pola-pola hubungan kerja antar bagian dalam organisasi 

terjalin dengan baik, sehingga tidak mengakibatkan benturan tugas? 

Implementor: Pada Struktur Birokrasi dapat dilihat pola hubungan kerja 

sama antar bagian atau seksi dan telah dijabarkan dalam uraian tugas pokok 

dan fungsi masing - masing. Struktur Birokrasi KPPT cukup pendek yaitu 

dari Kepala Kantor langsung kepada kepala seksi, demikian sebaliknya, arus 

informasi cepat sampai dengan baik' 
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TRANSKRIP W A WANCARA 

IMPLEMENT ASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN 
PELA YANAN TERP ADU SATU PINTU 

STUDI KASUS IJIN MENDIRIKAN BANG UN AN 
PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 

DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT 

Nama Respondens : DR. lr.H.Amri Rahman,M.Si 

Jabatan : Kepala BAPPEDA Kab.Sumbawa Barat 

Alarnat : BAPPEDA 

Hari!Tanggal : Senin, 3 Desember 2012 

1. Peneliti: Apakah BAPPEDA selaku perencana pembangunan daerah sudah 

memberikan informasi yang jelas mengenai sasaran dan tujuan kebijakan pelayanan 

Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP)? 

Respondens: Sasaran dan tujuan pembentukan KPPT sudah sangat jelas, 

merupakan Instansi yang tugas pokoknya melaksanakan pelayanan perizinan. 

Dalarn suatu aktifitas organisasi ada tiga fungsi yang harus dijalani, yaitu, 

pertarna, fungsi koordinasi, kedua, fungsi Teknis, dan ketiga fungsi 

administrasi. Fungsi-fungsi tersebut dijalankan oleh pihak - pihak yang 

berbeda. Untuk KPPT ada dua fungsi yang harus dijalankan yakni fungsi 

koordinasi dan fungsi administrasi. Fungsi koordinasi dilakukan karena dalarn 

melaksanakan tugas KPPT selalu berkaitan dengan pihak - pihak atau SKPD 

lain yang berkepentingan. Fungsi adrninistrasi adalah proses adrninistrasi 

perizinan, mulai dari permohonan sarnpa1 terbit dokumen perijinan 

diselenggarakan di KPPT. 

2. Peneliti: Bagaimana komitrnen dan dukungan dari BAPPEDA selaku Tim 

Anggaran Pemerintah Daerah (T APD) terkait dengan dukungan dana. 

Respondes: Mekanisme pengusulan sejumlah dana untuk biaya operasional 

suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah SKPD mengusulkan ke 

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (T APD) melalui BAPPEDA dan Dinas 

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. T APD melakukan verifikasi 
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dan penyesuaian dengan anggaran daerah. Dana yang diusulkan sesuai dengan 

kebutuhan SKPD yang dituangkan dalarn Rencana Ketja Anggara (RKA). 

Besamya dana yang diterima KPPT tergantung dari peran serta KPPT dalarn 

meningkatkan kineljanya sehingga timbul apresiasi dari PEMDA untuk 

memberikan dana lebih. 

3. Peneliti: Bagaimana koordinasi antar instansi (BAPPEDA) dengan 

pelaksanaan kebijakan 1MB di KPPT? Apakah sudah saling mendukung dan 

sudah beljalan dengan baik? 

Respondens: Fungsi koordinasi dari KPPT dengan BAPPEDA sangatlah erat 

terkait dengan penerbitan perizinan yang memerlukan izin mendirikan 

bangunan dimana pertimbangan teknis tentang tata ruang dan peruntukannya 

ada di BAPPEDA. Fungsi ini sejauh ini beljalan dengan lancar. 

4. Peneliti: Apakah KPPT sudah marnpu menjalankan tugas dan fungsi 

pelayanan dengan baik? 

Respondens: Perlu kemauan yang besar dari berbagai pihak, terutama dari 

pelaksana kebijakan. Kepala KPPT harus marnpu memberi motivasi 

pegawainya untuk bekelja dengan kinerja yang tinggi, marnpu berinovasi 

mencari cara agar pelayanan yang diberikan dapat memuaskan masyarakat. 

Implementasi suatu kebijakan memerlukan inovasi dari pelaksana kebijakan 

sepanjang inovasi tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang -

undangan. 
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TRANSKRIP WA WANCARA 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

STUDI KASUS IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN 
P ADA KANTOR PELA Y ANAN PERIZINAN TERP ADU 

Dl KABUPATEN SUMBAWA BARAT 

Nama Respondens : Syaifullah,S.Pt 

Jabatan : Anggota DPRD Kab.Sumbawa Barat 

Alamat : DPRD 

Hari/T anggal : Selasa, 4 Desember 2012 

1. Peneliti: Apakah DPRD selaku pembuat kebijakan sudah memberikan informasi 

yang jelas mengenai sasaran dan tujuan kebijakan pelayanan Perijinan Terpadu Satu 

Pintu (PPTSP)? 

Respondens: tujuan pembentukan KPPT untuk mengakomodir keinginan 

rakyat atau masyarakat yang ingin menikmati layanan yang cepat, mudah dan 

murah,. terutama dalam memperolerh legalitas usahanya. Maka pembentukan 

KPPT sebagai implementasi kebijakan PPTSP di Kabupaten Sumbawa Barat 

merupakan Instansi yang tugas pokoknya melaksanakan pelayanan perizinan 

secara terpadu. 

2. Peneliti: Bagaimana komitmen dan dukungan dari DPRD terhadap Kebijakan 

PPTSP di Kab.Sumbawa Barat? 

Respondes: Untuk dapat mengimplementasikan suatu kebijakan publik secara 

efektif dan berhasil, perlu pemahaman tentang maksud, tujuan dan sasaran dari 

kebijakan tersebut, kemudian Pemerintah Daerah dan lembaga Legislatif 

(DPRD) merespon dengan memberi dukungan berupa Rancangan Peraturan 

Daerah yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah dikaji dan dibahas bersama 

DPRD menjadi sebuah Peraturan Daerah (PERDA). Dengan Perda, kebijakan 

publik dapat segera diimplementasikan oleh pelaksana. Pada tingkat pelaksana, 

kebijakan harus segera ditransmisi keseluruh sta£'jajaran agar pelaksanaannya 

sesuai dengan tujuan dari pembuat kebijakan. DPRD sangat mendukung 

16/41800.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



kebijakan PPTSP maka lahirlah Perda tersebut didalarnnya ada instansi teknis 

yang melaksanakan pelayanan perizinan. 

3. Peneliti: Apakah KPPT sudah mampu menjalankan tugas dan fungsi 

pelayanan dengan baik? 

Respondens: Pada tingkat pelaksana kebijakan yaitu KPPT semenjak 

terbentuk beberapa tahun yang lalu, telah dapat melaksanakan tugas. Tentang 

sejauh mana pelaksanaan tugas tersebut, KPPT telah diberikan kewenangan 

untuk mampu bekelja dengan kinelja yang tinggi, mampu berinovasi dalam 

memberikan pelayanan yang dapat memuaskan masyarakat. 
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TRANSKRIP WA WANCARA 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN 
PELA Y ANAN TERP ADU SATU PINTU 

STUDI KASUS IJIN MENDIRIKAN BANG UN AN 
PADA KANTOR PELA Y ANAN PERIZINAN TERP ADU 

Dl KABUPATEN SUMBAWA BARAT 

Nama Respondens : Sri Sulastiati,SI 

Jabatan : Anggota Tim Teknis 

Alamat : Dinas Pekerjaan Umum 

Hari/T anggal : Senin, 29 Oktober 2012 

1. Peneliti: Apakah Tim Terknis sudah memdapatkan informasi yang jelas 

mengenai sasaran dan tujuan kebijakan pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu 

(PPTSP), kalau sudah darimana informasi tersebut? 

Respondens: Pada awal pembentukan Tim Terknis Pelayanan IMB, 

Kepala KPPT dalam sambutannya menjelaskan bahwa maksud dibentuk 

Tim Teknis untuk membantu KPPT dalam proses pelayanan IMB, 

terutama dalam survey obyek IMB 

2. Peneliti: Bagaimana komitmen dan dukungan dari Tim Teknis terhadap 

Kebijakan PPTSP khususnya pelayanan IMB? 

Respondes: kami selaku aparatur, dengan diberikasn tugas sebagai Tim 

Teknis maka menjadi tanggungjawab kami memberikan dukungan berupa 

pertimbangan teknis, dan melaksanakannya sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku. 

3. Peneliti: Apakah kendala dari Tim Terknis dalam melaksanakan tugasnya? 

Respondes: dalam melaksanakan tugas lapangan atau survey ke lokasi 

izin kami sering terkendala fasilitas transportasi, karena beberapan lokasi 

IMB cukup jauh dari pusat kota atau kantor pelayanan. KPPT belum 

memiliki mobil operasional khusus untuk pelayanan yang jauh. 
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TRANSKRIP WA W ANCARA 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN 
PELA Y ANAN TERP ADU SATU PINTU 

STUDI KASUS IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN 
P ADA KANTOR PELA Y ANAN PERIZINAN TERP ADU 

Dl KABUPATEN SUMBAWA BARAT 

Nama Respondens:: Jayadi Hasan 

Jabatan : StafOperator KPPT Kab.Surnbawa Barat 

Alamat KPPT 

Hari/Tanggal Senin, 22 Oktober 2012 

1. Peneliti: Apakah Kepala KPPT sudah memberikan informasi yang jelas 

mengenai sasaran dan tujuan kebijakan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu 

Pintu (PPTSP) terkait dengan IMB? Jika sudah, jelaskan melalui apa 

informasi-informasi tersebut diberikan. 

Respondens: kami selalu ikuti rapat staf yang dilakukan secara berkala 

pada awal bulan. Pimpinan memberikan arahan dan diskusi tentang 

pelaksanaan tugas dan tanggungjawab masing-masing staf, memberikan 

solusi hila ada permasalahan. 

2. Peneliti: Bagaimana koordinasi antar bagian atau antar seksi terkait dengan 

pelaksanaan kebijakan IMB di KPPT? Apakah sudah saling mendukung dan 

sudah berjalan dengan baik? 

Respondens: Untuk operator pelayanan perizinan kami telah melaksanakan 

tugas pada proses pengetikan izin, mengetik surat ketetapan retribusi, 

mengetik kwitansi,dll sesuai dengan apa yang menjadi tugas saya. 

3. Peneliti: Apakah kendala dari Operator dalam melaksanakan tugasnya? 

Respondes: Yang kami rasakan kurang adalah sarana komputer dan printer, 

yang ada hanya satu untuk melaksanakan semua jenis ijin, baik dalam 

proses perijinan maupun pelaporannya. Peketjaan seharusnya selesai 

secepatnya, tapi dapat tertunda karena harus bergantian dalam 

penggunaannya 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN 
PELA Y ANAN TERP ADU SATU PINTU 

STUDI KASUS IJIN MENDIRIKAN BANG UN AN 
PADA KANTOR PELA Y ANAN PERIZINAN TERP ADU 

DI KABUPATEN SUMBA WA BARAT 

Nama Respondens: : Hermanyadi,S.Pd 

Jabatan : Sekretaris BK Diklat Kab.Sumbawa Barat 

Alamat : BK Diklat Kab.Sumbawa Barat 

Hari/T anggal : Selasa, 13 Nopember 2012 

1. Peneliti: Bagaimana koordinasi antar Instansi/BK Diklat terkait dengan 

pelaksanaan kebijakan PPTSP di KPPT? Apakah sudah saling mendukung 

dan sudah berjalan dengan baik? 

Respondens: Sudah pasti koordinasi dengan dinas - dinas harus kami 

lakukan terutama terkait dengan PNS dan Non PNS, usulan kenaikan 

pangkat, SK Berkala, dll, yang berhubungan dengan sumber daya aparatur 

pusatnya di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. Jadi pasti ada 

hubungan dan itu saling mendukung. 

2. Peneliti: Apakah SDM pelaksana kebijakan PPTSP pada Kantor Perizinan 

Terpadu KSB terkait pelayanan perijinan IMB secara kualitas dan kuantitas 

sudah mencukupi? Jika belum dimana kelemahannya? 

Respondens: jumlah SDM khususnya PNS yang ada di Kabupaten 

Sumbawa Barat masih sangat kekurangan. Kebutuhan untuk setiap satuan 

kerja perangkat daerah memang bervariasi, tergantung dari luasnya 

jangkauan pekerjaan dan tanggung jawab. Kebutuhan PNS untuk SKPD 

teknis dan non teknis juga berbeda, yang teknis tentu membutuhkan 

sumberdaya manusia yang lebih banyak. 

Kkhususnya satuan kerja perangkat daerah yang menangani pelayanan 

seperti KPPT, setiap Kepala Kantor maupun Kepala Seksi minimal 

memiliki tiga orang staf, sehingga keseluruhan minimal dimiliki adalah 

lS(limabelas) orang yang terdiri dari Kepala Kantor satu orang, Ajudan satu 
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orang, Supir satu orang, Kepala Subbag TU satu orang dengan staf tiga 

orang, Kepala Seksi Perekonomian satu orang dengan staf tiga orang, serta 

Kepala Seksi Pemerintaban dan Kesejahteraan Masyarakat satu orang 

dengan staf tiga orang . 

3, Peneliti: Bagaimana komitmen dan dukungan dari BK DIKLA T terhadap 

Kebijakan PPTSP/KPPT di Kab.Sumbawa Barat? 

Respondens: Namun kami menyadari bahwa jumlah minimal saja belum 

dapat dipenuhi karena keterbatasan kesediaan tenaga PNS di Kabupaten 

Sumbawa Barat yang masih kurang. Oleh karena itu sebagai dukungan 

Pemerintab Daerah khususnya BK Diklat sebagai solusi terkait masalah ini 

BK Diklat telah menempatkan tenaga Non PNS pada setiap SKPD untuk 

memenuhi kebutuhan organisasi. 
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TRANSKRIP W A WANCARA 

IMPLEMENT ASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

STUDI KASUS IJIN MENDIRIKAN BANG UN AN 
P ADA KANTOR PELA Y ANAN PERIZINAN TERP ADU 

Dl KABUPATEN SUMBAWA BARAT 

Nama Respondens:: Agus Hadnan,S.Pd 

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Sumbawa Barat 

Alamat : Satpol PP 

Hari/T anggal : Jum'at, 14 Desember 2012 

1. Peneliti: Bagaimana koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan 

pelaksanaan kebijakan PPTSP khususnya IMB di KPPT? Apakab sudah 

saling mendukung dan sudab berjalan dengan baik? 

Respondens: Berkaitan dengan Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja 

adalab penegak Peraturan Daerab, apabila terjadi pelanggaran terhadap 

Perda itulab tugas Satpol PP untuk melakukan proses sesuai dengan aturan 

yang berlaku. Regulasi khusus berkaitan IMB memang belum lexspisialis 

artinya babwa belum ada kewenangan dari Satpol PP untuk melakukan 

suatu tindakan atau penertiban terhadap bangunan belum IMB atau 

bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan laban. Koordinasi dengan 

instansi teknis seperti KPPT, BAPPEDA sangat kurang. 

2. Peneliti: Apakah kendala yang dihadapi terkait pelaksanaan koordinasi? 

Respondens: Kendalanya adalab Daerab kesulitan laban untuk 

menempatkan lokasi-lokasi khusus perdagangan, pemukiman, industri dll, 

bangunan sudah permanen sebelum aturan labir, jadi sangat dilematis untuk 

melakukan tindakan penertiban bangunan, peraturan RTRW Kabupaten 

Sumbawa Barat mengalami perubaban, disamping itu yang paling dominan 

adalab tidak ada pemabarnan masyarakat terhadap aturan (Perda) terutama 

1MB. 

Peraturan Daerab Nomor 22 Tabun 2007 tentang Ketertiban Umum pada 

Bagian Keenam: Tertib Bangunan, Pasal 20 ayat (l) Setiap orang atau 
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badan dilarang mendirikan bangunan pada daerah garis sepadan jalan, 

sepadan sungai danlatau sepadan danau/lebo. Dan Pasal 21: Pelanggaran 

terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, dapat dilakukan 

pembongkaran apabila setelah dilakukan teguran secara tertulis sebanyak 

3(tiga) kali dan dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari keija masih tidak 

diindahkan. 

Dalam Perda hanya menyebutkan dilarang mendirikan bangunan pada 

daerah garis sepadan jalan, sepadan sungai dan/atau sepadan danau/lebo, 

tidak disebutkan bahwa bangunan harus memiliki 1MB. Jadi perlu ada 

regulasi khusus dan lebih rinci tentang hal tersebut. 

3. Peneliti: Bagaimana komitmen dan dukungan dari SA TPOL PP terhadap 

Kebijakan PPTSPIKPPT di Kab.Sumbawa Barat? 

Respondens: Walaupun belum ada kewenangan bagi Satpol PP untuk 

melakukan suatu tindakan atau penertiban terhadap bangunan belum 1MB 

atau bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan, kami siap 

berkoordinasi dengan KPPT untuk melakukan penertiban hila diperlukan 

dan Peraturan serta regulasinya harus jelas. 
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TRANSKRIP WA WANCARA 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN 
PELA Y ANAN TERP ADU SATU PINTU 

STUDI KASUS IJIN MENDIRIKAN BANG UN AN 
PADA KANTOR PELA YANAN PERIZINAN TERP ADU 

DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT 

Nama Respondens : Solihin,S.Pd 

Pekeijaan PNS 

Alamat Rt.Ol Desa Beru Kec.Jereweh Kab.Sumbawa Barat 

Hari/Tanggal Rabu, 7 Nopember 2012 

1. Peneliti: Apakah Bapak sudah mengurus Izin Mendirikan Bangunan? Jika 

bel urn mengapa? 

Respondens: Sudah. 

2. Peneliti: Apakah KPPT Sumbawa Barat sudah memberikan informasi 

yang jelas mengenai sasaran dan tujuan kebijakan IMB? Jika sudah, jelaskan 

melalui apa informasi-informasi tersebut diberikan. 

Respondens: saya memperoleh informasi tentang tata cara pengurusan 1MB 

buku pedoman yang diterbitkan oleh KPPT. 

3. Peneliti : Apakah KPPT sudah memberikan penjelasan dalam bentuk 

Petunjuk Teknis (Juknis) atau Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) mengenai apa­

apa yang harus dilakukan oleh Pelaksana pelayanan IMB? Jika sudah, 

bagaimana kejelasan Juknis dan Juklak terse but. 

Respondens: Dalam buku petunjuk tersebut sudah jelas disebutkan tatacara 

dan prosedur pengurusannya. Akan tetapi yang kami temui cukup berbelit 

karena harus melengkapi gambar bangunan lengkap dengan RAB yang 

dibuat oleh Konsultan dengan biayanya mahal, lalu ada pajak Galian C juga 

mahal. Prosedurnya harus ke Dinas PU, ke Dinas ESDM, ke Dinas 

Pendapatan. 

4. Peneliti: Bagaimana koordinasi antar instansi atau antar bagian atau antar 

seksi terkait dengan pelaksanaan kebijakan IMB di KPPT. Apakah sudah 

saling mendukung dan sudah beijalan dengan baik? 

Respondens : komunikasi dengan staf lancar, informasi yang disampaikan 

cukup jelas dan proses lancar. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

IMPLEMENT AS! KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

STUD I KASUS IJIN MENDIRIKAN BANG UN AN 
PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 

DI KABUPATEN SUMBA WA BARAT 

Nama Respondens: Maryam Majid 

PekeJjaan lbu Rumah Tangga 

Alamat Desa Belo Kec.Jereweh Kab.Sumbawa Barat 

Hari/Tanggal Rabu, 7 Nopember 2012 

1. Peneliti: Apakah lbu sudah mengurus Izin Mendirikan Bangunan? Jika 

belum mengapa? 

Respondens: Sudah. 

2. Peneliti: Apakah SKPD yaitu KPPT Sumbawa Barat sudah memberikan 

informasi yang jelas mengenai sasaran dan tujuan kebijakan 1MB? Jika 

sudah, jelaskan melalui apa informasi-informasi tersebut diberikan. 

Respondens: Saya datang ke KPPT, saya memperoleh informasi tentang tata 

cara pengurusan 1MB dari petugas layanan dan buku pedoman yang 

diterbitkan oleh KPPT. 

3. Peneliti : Apakah KPPT sudah memberikan penjelasan dalam bentuk 

Petunjuk Teknis (Juknis) atau Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) mengenai apa­

apa yang harus dilakukan oleh Pelaksana pelayanan 1MB? Jika sudah, 

bagaimana kejelasan Juknis dan Juklak tersebut. 

Respondens: cukup informatif dan jelas disebutkan cara pengurusannya. 

Tetapi cukup berbelit karena harus melengkapi gambar bangunan lengkap 

den,gan RAB yang dibuat biayanya mahal, lalu ada pajak Galian C juga 

mahal rumit dan capek. 

4. Peneliti: Bagaimana koordinasi antar instansi atau antar bagian atau antar 

seksi terkait dengan pelaksanaan kebijakan IMB di KPPT. Apakah sudah 

saling mendukung dan sudah beijalan dengan baik? 

Respondens : proses !arrear. 

16/41800.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



TRANSKRIP WAWANCARA 

IMPLEMENT ASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

STUDI KASUS IJIN MENDIRIKAN BANG UN AN 
PADA KANTOR PELA Y ANAN PERIZINAN TERP ADU 

Dl KABUPATEN SUMBA W A BARAT 

Nama Respondens: Syamsul Bahri,SE 

Pekeijaan PNS 

Alamat Desa Goa Kec. Jereweh 

Hari/T anggal Rabu, 7 Nopember 2012 

1. Peneliti: Apakah Bapak sudah mengurus Izin Mendirikan Bangunan? Jika 

bel urn mengapa? 

Respondens: Belum, saya tunda dulu karena belum ada manfaatnya bagi 

saya dan belum tersedia dana untuk pengurusannya. Juga terbentur dengan 

Persyaratan yang cukup rumit, ada gambar bangunan dan RAB, ada bayar 

galian C, padahal rumah saya bangun secara bertahap. 

2. Peneliti: Apakah Anda mengetahui adanya kebijakan Pelaksanaan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PPTSP) dan Pelayanan 1MB di Kab.Sumbawa Barat? 

Respondens : Sudah tahu dari beberapa media seperti adanya baliho, buku 

petunjuk perizinan yang dikeluarkan oleh KPPT. 

3. Peneliti: Apakah SKPD yaitu KPPT Sumbawa Barat sudah memberikan 

informasi yang jelas mengenai sasaran dan tujuan kebijakan 1MB? Jika 

sudah, jelaskan melalui apa informasi-informasi tersebut diberikan. 

Respondens : Bel urn ada informasilsosialisasi yang lebih jelas. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

STUDI KASUS IJIN MENDIRIKAN BANG UN AN 
PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 

Dl KABUPATEN SUMBAWA BARAT 

Nama Respondes Mahksum Kaharuddin 

Pekeijaan Karyawan Swasta 

Alamat Rt.03 Desa Goa Kec.Jereweh Kab.Sumbawa Barat 

Hari/T anggal Rabu, 7Nopember2012 

1. Peneliti: Apakah Bapak sudah mengurus Izin Mendirikan Bangunan? Jika 

bel urn mengapa? 

Respondens: Bel urn, karena bel urn mengetahui manfaat IMB. 

2. Peneliti: Apakah Anda mengetahui adanya kebijakan Pelaksanaan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PPTSP) dan Pelayanan IMB? 

Respondens : Bel urn tahu, karena saya belum begitu mengharapkan manfaat 

IMB, sehingga saya belum mengurus IMB rumah saya, disamping itu 

domisili saya jauh dari kantor tempat mengurus atau kantor pelayanan IMB 

sehingga perlu waktu khusus untuk mengurusnya karena saya tahu bahwa 

banyak syarat dan kelengkapan yang harus dipenuhi, sedangkan saya banyak 

kesibukan sebagai karyawan swasta .... " 

3. Peneliti: Apakah SKPD yaitu KPPT Sumbawa Barat sudah memberikan 

informasi yang jelas mengenai sasaran dan tujuan kebijakan IMB? Jika 

sudah, jelaskan melalui apa informasi-informasi tersebut diberikan. 

Respondens : Tidak ada sosialisasi 
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TRANSKRIP WAW ANCARA 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

STUDI KASUS IJIN MENDIRIKAN BANG UN AN 
P ADA KANTOR PELA Y ANAN PERIZINAN TERP ADU 

DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT 

Nama Respondens : H. Ali Bolang 

PekeJ.jaan Pedagang/Wiraswasta 

Alamat Rt.Ol RW.02 Kel.Kuang Kec.Taliwang 

Hari/T anggal Jum'at, 9 Nopember 2012 

I. Peneliti: Apakah Bapak sudah mengurus Izin Mendirikan Bangunan? Jika 

belum mengapa? 

Respondens: Belurn, karena bel urn mengetahui tatacara mengurusnya 

2. Peneliti: Apakah Anda mengetahui adanya kebijakan Pelaksanaan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PPTSP) dan Pelayanan IMB di Kab.Surnbawa Barat? 

Respondens : Belurn tahu, setahu saya sebelum terbentuk Kab.Surnbawa 

Barat ngurusnya di Sumbawa Besar 

3. Peneliti: Apakah SKPD yaitu KPPT Surnbawa Barat sudah memberikan 

informasi yang jelas mengenai sasaran dan tujuan kebijakan IMB? Jika 

sudah, jelaskan melalui apa informasi-informasi tersebut diberikan. 

Respondens : Tidak ada informasi atau sosialisasi 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN 
PELA YANAN TERP ADU SATU PINTU 

STUDI KASUS IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN 
PADA KANTOR PELA Y ANAN PERIZINAN TERP ADU 

DI KABUPATEN SUMBA W A BARA T 

Nama Respondens: Syamsul Bahri,SE 

Peketjaan PNS 

Alamat Desa Goa Kec. Jereweh 

Hari/T anggal Rabu, 7 Nopember 2012 

1. Peneliti: Apakah Bapak sudah mengurus Izin Mendirikan Bangunan? Jika 

belum mengapa? 

Respondens: Belum, saya tunda dulu karena belum ada manfaatnya bagi 

saya dan belum tersedia dana untuk pengurusannya. Juga terbentur dengan 

Persyaratan yang cukup rumit, ada gambar bangunan dan RAB, ada bayar 

galian C, padahal rumah saya bangun secara bertahap. 

2. Peneliti: Apakah Anda mengetahui adanya kebijakan Pelaksanaan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PPTSP) dan Pelayanan IMB di Kab.Sumbawa Barat? 

Respondens : Sudah tahu dari beberapa media seperti adanya baliho, buku 

petunjuk perizinan yang dikeluarkan oleh KPPT. 

3. Peneliti: Apakah SKPD yaitu KPPT Sumbawa Barat sudah memberikan 

informasi yang jelas mengenai sasaran dan tujuan kebijakan IMB? Jika 

sudah, jelaskan melalui apa informasi-informasi terse but diberikan. 

Respondens : Bel urn ada informasi/sosialisasi yang lebih jelas. 
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TRANSKRIP WA WANCARA 

IMPLEMENT AS! KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

STUDI KASUS IJIN MENDIRIKAN BANG UN AN 
PADA KANTOR PELA Y ANAN PERIZINAN TERP ADU 

Dl KABUPATEN SUMBA W A BARA T 

Nama Respondens : IKRAMAWANSYAH 

Pekerjaan : PNS Pemda 

Alamat : Rt. Desa Tapir Kec.Seteluk Kab.Sumbawa Barat 

Hari/T anggal : Kamis, 8 Nopember 2012 

1. Peneliti: Apakah Bapak sudah mengurus lzin Mendirikan Bangunan? 

Jika belum mengapa? 

Respondens: Bel urn. Karena bel urn paham kegunaannya. 

2. Peneliti: Apakah Anda mengetahui adanya kebijakan Pelaksanaan 

Pelayanan Terpasu Satu Pintu (PPTSP) dan Pelayanan 1MB? 

Respopndens: Saya sudah tahu tentang adanya KPPT sebagai tempat 

pengurusan perizinan, namun saya belum mengurus 1MB, karena belum 

paham kegunaan, cara dan prosedurnya. 

3. Peneliti: Apakah KPPT Sumbawa Barat sudah memberikan informasi yang 

jelas mengenai sasaran dan tujuan kebijakan 1MB? Jika sudah, jelaskan 

melalui apa informasi-informasi tersebut diberikan. 

Respondens: belum ada sosialisasi dari KPPT, saya dapat informasi dari 

ternan bahwa pengurusannya ribet, tidak hanya ngurus di KPPT tapi juga 

di dinas lain ..... lalu ada biaya untuk pembuatan gambar dan RAB juga ada 

biaya galian C, padahal saya membangun tidak pakai gambar untuk 

mengirit biaya. 
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